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| gunan milik mantan

%
_ an ye G};gatan itu perawal saat yang men]adl tanda tanya, . baran -haranguqm 1rang sidalt
Klamjl Bal' g lungkung berencana gugatannya kenapa baruseka- dlramf)as negara..Caran adid
Sitaan Negm‘a an eksekusi terhadap  rang saat kami akan eksekusi. “jonoan ooaan ini” katanya.
| bidang tanah beserta Kenapa tidak pra-peradilan “Tidak hanya meladeni, lan-
MlllkMer8ka mantan Bupati _ dari dulu, kenapa baru kami ;.0 adanya gugatan itu
: g I Wayan Candra akan eksekusi dan muncul di menurutnya Kejari Klungkung
SEMARAPURA- Kasustindak di barang rampasan berita baru menggugat. Kena- kembali mempelajari kasus
pidana korupsi, gratifikasi, dan a atas kasus korupsi, grat-  pa?,” ujarnya heran. Candra untuk kemungkinan
tindak pidana pencucianuang  ifikasi, dan pencucianuangter- ~ Atas gugatan tersebut, . 4. oo melanjutk
(TPPU) yang dilakukan man- | kait pembangunan Dermaga ~ menurutnya Kejari Klungkung  gopy o0 pihaknya mengan-
tan Bupati Klungkung periode | Gunaksayangsudahberkekua- akan berjuang untuk mem- o pqo o oo an
tahun 2003-2008 dan tnhun‘,;gag_hulmm tetap atau inkracht. pertahankan barang yang kini orang-orang yang terlibat da-
2008-2013, I Wayan Candra  Se qlah rencana tersebut di- berstatus barang rampasan neg- Int kasiis terssbut lolos dalam
kembali mencuat. Itu terjadi siarkan oleh media masa, Nata ~ara tersebut. Apalagi pihaknya jeratan hukum. “Jadi siapa pun
setelah dua kerabat Candra, ~danRugegmelakukan gugatan. melihat bahwa pihak Candra’ yang terkait di situ, tidak akan
I Nengah Nata Wisnaya dan 1 ‘Mereka berduamengklaim se-  kini berupaya untuk menye- 1.,.; piarkan lolos. Kalau ada
Ketut Rugeg asal Dusun Cem- | jumlah aset berupa tanah dan  lamatkanaset-asetmilikCandra 1, i a6 indikasi pada saat
paka, Desa Pikat, Kecamatan gunan yang telah menjadi tersebut dengan carame ; zaﬁ:an Pak Candra itu ada pi-
Dawan melayan - “barangsitaan negara ataskasus  gugatan. “Dan kami tidak akan hak-pihak yang bekerja sama
"Candra yang telah inkracht 'membiarkan barangyangsudah ‘menyamarkan harta bpnda
tersebut merupakan milik jadibarangmilik negara kembali, yang patut dicurigai berasal
‘mereka. “Mermang dokumen lagikepada para koruptor. Tidak
: dari tindak pidana maka qila ti-
iitu atas nama penggagat. Seti-  akan kami biarkan. Karena yang
dak boleh lolos dari pertanggu-
ap waMem berhak untuk  kamibaca sepertiitu. Masih ada ngjawaban pidana,” terangnya
mﬂjukan gugatan. Tetapi upaya upaya dari pxhak Can Lebih lanjut pll‘; akny 2 aar

| ngungkapkan telah menar-

| getkan akan mengeksekusi
10 bidang tanah darlljan-

upati

S m10 b:dang tanah dan bangunan : |
_ M Tanah seluas 9.450 meter persegi di Desa BtInga Mekar
W Tanah 10 ribu meter persegi di Desa Ped
B Tanah seluas 850 meter persegi di DesaTojan
B Tanah seluas 14.200 meter persegi di Desa Dawan I(ater
W Tanah seluas 35 meter persegi beserta bangunannya di Desa
-Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat
- Tanah seluas 12 meter persegi beserta bangunannya di Denpas-
ar Barat
W Tanah seluas 47 meter persegi beserta bangunannya di Desa
Dauh Puri Kauh

Klungkung, I Wayan Candra
yang dirampas negara atas
kasus korupsi, granﬂkasi
dan pencucian uang terkait
- pembangunan Dermaga Gu-
- naksa di tahun 2019. “Besok
' (hari ini, Red) jadwal persi-
- dangannya dengan agenda

10/4) membe
gugatan yang dﬂakukan 1 Nen-
gah Nata Wisnaya dan I Ketul  p— O e |

Rugeg. “Benar, ada gugatan
yang dilakukan dua penggugat
tersebut,” ungkapnya.

B Rumah di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra.

Edisi

kqms, 1t Al 2019
12

Hal :

Sidang Pembuktian Du‘i)ku-
men,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, 10
dari 51 bidang tanah beq.ert
bangunan milikmantan Bupati
Klungkung I Wayan Candra
yang dirampas negara Ptas
kasus korupsi, gratifikasi dan
pencucian uang terkait p
bangunan Dermaga G
kini sedang dalam pengajuan
proses lelang oleh Kejaksaan
Negeri Klungkung. Sementara
sisanya belum dapat dipros-
es untuk dilelang lantaran
batas-batas lahan yang disita
negara tersebut belum jelas

(baca juga grafis). (ayu/dot)
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Kabupatqn Kamngasem tuhun F‘"s mondapa&m;m

-dlbenkan itu merupakan

kebijakan pemerintah pusat.
Pada tahun 2019, Karangas-
em mandapatkan dana desa

Rp 78.781.974.000.

itu termasuk mengalami 1%) dari pemerintah pusat
P T e : 8.781.974.000. Jumlah ini
ya yang hanya Rp mengalanu kenaikan dari ta-

S hun sebelumnya yang jumlah

DD-nya Rp 64. 239 619.000.
Untuk me; alupkan ban-

ena ukurannya ym:g cukup
besar.

Salah satu warga Wayan -
_ Rasni, ‘mengakui sulit men-

cari nama caleg pilihannya,
karena tulisannya diang-
gap terlalu kecil. Demikian

_Juga Wayan Sarna, mengaku

3§ y. ajed

tuan DD ke-78 desa yang

: B B > tersebar di m itu,

: 1 “kata. Su]msena mlamyatuiak

KAIIIS DfM'D Karan- DD T Karangaaem itu samaantara satu desa dengan

gasem Komang Suka- memang mengalami pen- desalainnya. Penyaluran DD

sena, Selasa (9/4) kemarin | ingkatan dari tahun lalu. itu diberikan berdasarkan

mengungkapkan, bantuan PemngkatanalokamDDyang sejumlah indikator. Param
bi . karena membutuh- warnanya. P dahal sebelum losan bt

kan ucukuplamauntuk memasukka ’sudah_dlpand_n Ketua K?U"‘Klungkung | ! |
mencublos Sebagian besar oleh petugas PPS yang men- GustiL Mega Saskara, |
war, mengaku kesulitan jaga dan mengarahkan di Selasa (9/4) kemarin, men-
at gambar partai dan ca- se tar kotak suara. Hasil gatakan kecamatan I
legnya Dem:han:ugatuhsan ini sedikit jadi catatan, pertama i disasar g&ra]ﬁh ;
pada surat suara, juga an;g;_ ‘mana proses sosialisasi Nusa Penxda Proses distri-

kecil kecil. Ada juga ~ KPU belum mampu memberi- . busi logistik ke Nusa Penida |
mengaku kesulitan meli at kan pemahaman sep akan ilakukan pada 14
~ kembali surat suarany va, kar- ~kepada mas arakat dafim nanti, menggunakan

teknis memi yang truk, kéniudlﬁ'n diangkut

menjadi kekhawatn'an ban- menggunakan Kapal Roro |
yak pihak, dengan sistem dari | Pelabuhan Padangbai
pemilu serentak ini, kar- menuju N Penida. Total

ena maayarakat di desa-desa logistik k

nampak b siap dengan gan jumlah TPE

sistem pem seperti itu. yak 9 =i. otak snara (satu |
(kmh31) ‘lima kotak suara) yang |

Pass (0 apr|

20(9

, 14
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Misalnya pemberian dengan |
mempertimban 'kﬂn Presm

.dhea'tal denganka wﬂwatg
dan msml masyarakat,” ket-‘
Satu-sa,tunya desa g
tidak ikut beli mohil
gesa Pe%;.:g Kaja. Pe
egeng Ja ?

bisa la 1imblln % 4
nal | Simasrar bt sem'
danamotor tersebut. : etiap desa ?ana pemhangumaa
ﬁnwdahpastt'
mengadakan mobil, dengaﬂ BasangAmhu. ' ammksmng
_zahnmaaﬂlrusak,kanrﬂmtl “Berdasarkan da ¥
ﬁmasay&makanyapertmi inta .
bangan kami uutuk-
‘mobil tahun de : blsa, "
BadanPemmyawm bian Rp 26,7 miliar,
(BPD) se-Kabupaten Gia pupaten Gi
f s B pabiner R bd
1SerahTer‘ima =
Edisi P—aw ___w A:pm 2an(9 -
Hal . L dmn 18 L
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'Rp GUDjuta pada APBD in-

Warga Sulahan Sempat

banyak masyarakat yang

it jalan jcbol itu mengingat

matan Susut belum menda-
pat perbaikan. Padahal ruas
jalan tersebut menjadi jalur
perlintasan warga sekitar

‘kerusakan telah terjadi se-

jak tiga tahun terakhir. la
pun mengungkapkan sudah
menganggarkan perbaikan
saat jalan itu jebol.

“Ini bukan sesuatu yang
harus kita wacanakan, tapi
perlu action (dari) pihak mr—

m- kait dalam hal ini
. Dinas PU. Saya su

sampaikan ; ".’b%hnmya.pejabat |

berasal dari Desa Su-

Di hqdapan pegawal Pem-
kab Bangli kala itu, Sedana
Artha meminta Dinas Pe-
kerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman
(PUPRKim) Bangli segera
merealisasikan perbaikan.
Namun penegasan wakil
- bupati saat apel tersebut g 3
terkesan gertak sambal. jalan jebol menuju kampung
nggadbulan empat ta- - WabuQBangllml
hun 2019 ini, jebol se- “akan segera dikerjakan. Pan-

20 meter tersebut jang kerusakan jalan n en-

duk 2019 ini.

sedjkit untuk 'penyempurw

naan.Palmgtldakreviewhﬂ

lelang P (Unit Layanan
Pensadapnljelmyaam

Anggaran Sebelumnya Taki\/lsncukupl

PERBAIKAN jalan tersebut sudah ﬂlanggarkan
sejak diketahui jebol dengan nilai Rp 200 juta.
Namun saat dokumen pelaksanaan anggaran
(DPA) belum disahkan, justru | kerusakan sema-
kin parah akibat tergerus hujan. “Setelah die-
itu tidak mencu-
kupi. Karena ada kekurangan dana serta tidak
bisa dikerjakan, maka dianggarkan kembali
pada ‘tahun 2018 di (APBD) perubahan dengan
_ anggaran Rp 600 juta,” beber Sekretaris Dinas.

valuasi kembali, ternyata dana

- PUPRKim Baneli. | Made Soma.

“mepet, yakni st
vember. Sedang

Usai ditambahnya a
ngerjaan jalan jebol l2
sasikan. Soma menye
ngesahan APﬁB

garan perbaikan, pe- -
i tidak bisa direali-
webut, ini disebabkan pe-
Perubahan saat itu cenderung
kitar bulan Oktober atau No-

an pros.es lelang kegiatan, se-

“‘Lﬂdaknya membutuhkan waktu selama sebu-

”QE[UM lagi ‘pengerjaan
membuthhkan waktu selama dua bulan. Oleh

karena itu, kami putuskan untuk menunda dan

erannya yang

dialihkan tahun 2019." tandasnya. (mer)
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Lima Perempuan Mantan

Kolektor Ditahan

Denpasar (Bali Post) -

Setelah menuntaskan
kasus mantan Kepala LPD
Desa Kapal Drs. I Made
Ladra (53) dengan pidana
penjara selama tiga tahun
enam bulan (3,5 tahun) dan
~mengembalikan uang Rp
1.796.916.100, Kejati Bali
terus mengembangkan ka-
susnya untuk menelusuri
nama-nama lain yang ter-
libat. Bahkan, Jumat (5/4)
‘kemarin, tim Pidsus Kejati
Bali menahan lima orang
perempuan yang statusnya
saat itu sebagai kolektor di
LPD Kapal.

Pertama Ni Kadek Ratna
Ningsih (38) asal Banjar

Tegal, Kelurahan Kapal,

Badung. Dia adalah kolektor
(kini mantan) LPD Kapal.
Kedua adalah Ni Wayan
Suardiani (36) asal Banjar
Panglan. Kapal, yang saat
ebagai pegawai kontrak
iR Ba%gl dan&lsebek
umnya juga kole LPD
Desa Adat Kapal. Ketiga Ni
Made Ayu Ardianti (42) asal
Banjar Titih, Kapal. Dia
uga mantan kolektor di LPD
}.)esa Adat Kapal.
Lalu Ni Nyoman Sudiasih
(36) asal Banjar Lagon, Ka-
pal Wamta tamatan SMK

ini juga kolektor di LPD
Desa Adat Kapal. Dan tera-
khir adalah Ni Luh Rai Kris-
tianti (50) asal Lingkungan
Banjar Celuk, Kapal, yang
juga mantan kolektor di LPD
Desa Adat Kapal.
Kasipenkum dan Humas
Kejati Bali Edwin Beslar
didampingi salah satu tim
Pidsus Kejati Bali Wayan
Suardi membenarkan pi-
haknya menahan lima orang
tersangka terkait dugaan
korupsi di LPD Desa Adat
Kapal. “Ya, sudah dilakukan
tahap II di Kejari Badung.
Dan mereka langsung kami

tahan dan titipkan di Lapas.

Kerobokan,” kata pihak
kejaksaan. Memang, sebe-
cl‘;ml: mereka ditahan,Kdﬂlu{n
a waaa mantan ala
LPD Desa Kapal Drs. foﬁade
Ladra, nama kolektor ini
semuanya mengemuka.
Sebagaimana disampai-
kan sebelumnya di Pen-
‘gadilan Tipikor, dugaan
‘keterlibatan lima orang

Eerempuan kolektor ini ter-

uak manakala LPD Desa
Adat Kapal, Badung mati
sun Untuk itu dilakukan
si hingga dibentuk
konquitan publik dan di-
lakukan audlt Dari sana

-

disimpulkan ada 11 temuan
prinsip yang menyebabkan

- LPD Kapal mati suri.

Pertama, adanya pemu-
fakatan jahat pengurus LPD
Kapal hingga menikmati
fasilitas kredit dalam jum-
lah yang besar. Banyak
kredit LPD yang jatuh tem-
po, namun tidak dilakukan
upaya penyelamatan. Ad-
anya rekayasa pemberian
kredit (window dressing)
kepada mantan kolektor
LPD atas nama Ni Luh Rai
Kristianti Rp 8,5 miliar
dengan bunga 1%. Adanya
kredit topengan, atau kredit

‘atas nama (fiktif)

Selain itu, ada kredit
tempilan, pemberikan kredit
tanpa proses 5C, adanya

pemalsuan dokumen gaji

pegawai, adanya aset di-
nga alih atau digadaikan,
terjadi potongan uang asur-
ansi, adanya kebijakan yang
merugikan LPD, beban kan-

‘tor dan lainnya termasuk

terdakwa Ladra dengan
menggunakan programer
atas nama Martinus Baha
mengubah data di LPD yang
dipimpinnya. Tak pelak,
sambung ]aksa, LPD rugi
hingga Rp 15,35 mlhar
(kmb37)

Edisi

. Cabka, ¢, Al 1019

Hal . 3
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Lima KOlEktOr LPD
apal Ditahan

% Semua

nya Wanita, Ikut Terlibat
Korupsi

kuman 3,5 tahun penjara dan
-mengembalikan kerugian
negara Rp 1,7 miliar, kasus
korupsi yang menyeret man-

tan Kepala LPD Kapal, Meng- -

wi, Badung kembali bergulir.
Kali ini, Kejati Bali kembali
melakukan penahanan ter-
hadap lima kolektor yang
semua wanita yang diduga
ikut menilep sejumlah uang
milik Lembaga Perkreditan
Desa (LPD) Desa Adat Kapal,
Mengwi, Badung senilai lebih
dari Rp 15 miliar.

Lima kolektor yang di-
‘tahan, yaitu Ni Kadek Ratna
Ningsih, 38 asal Banjar Tegal,
Kelurahan Kapal, Badung,
Ni Wayan Suardiani, 36 asal

Banjar Penaglan, Kapal (saat

ini sebagai pegawai kontrak
di RSUD Badung, Ni Made Ayu
Ardianti, 42 Banjar Titih, Ka-
pal, Ni Nyoman Sudiasih, 36,
Banjar Lagon, Kapal, Ni Luh
Rai Kristianti, 50 asal Ling-
kungan Banjar Celuk, Kapal.
“Semuanya merupakan man-
tan kolektor di LPD Kapal,’

tegas Kasipenkum dan Humas

Kejati Bali, Edwin Beslar di-
dampingi jaksa Wayan Suardi,
Jumat (5/4).

Penahanan ini disebut-

- kan setelah jaksa menerima

pelimpahan tahap Il terkait
kasus dugaan korupsi di
LPD Kapal. Selanjutnya, ke-
lima tersangka ini langsung
dibawa ke Lapas Kelas IIA
Kerobokan, Kuta Utara Ba-

dung untuk menjalani pe-
nahanan sambil menunggu
jadwal sidang di Pengadilan
Tipikor Denpasar.

Dijelaskan, dalam sidang
dengan terdakwa mantan Ke-
pala LPD Kapal, | Made Ladra,
keterlibatan kelima kolektor
mulai terkuak. Dugaan ket-
erlibatan lima orang perem-
puan kolektor ini terkuak
saat LPD Desa Adat Kapal,
Badung, mati suri. Sehingga
dilakukan verifikasi, hingga
dibentuk konsultan publik
dan dilakukan audit.

Dalam audit ditemukan
yang menjadi tanggungan
kolektor Ni Kadek Ratnan-
ingsih antara lain temuan
dana nasabah yang dipakai

Rp 15M

Luh Rai Kristianti sejumlah
Rp 1,82 miliar dan tabungan
sukarela nasabah yang ditarik
milik I Made Sama sebesar
Rp 378 juta dan dikemba-
likkan Rp 404 juta. Namun
pengembalian menggunakan
tabungan fiktif. "Sehingga to-
tal yang menjadi tanggungan
Ni Kadek Ratnaningsih sebe-
sar Rp 2,22 miliar,” ujar Ed-
win. Selain itu yang menjadi
tanggung jawab kolektor Ni
Nyoman Sudiasih terkait dana
tabungan nasabah sebesar Rp
400 juta. Yang menjadi tang-
gungan Wayan Suardani Rp
246,3 juta, dan tanggungan Ni
Made Ayu Arsianti sebesar Rp
272,8 juta.

Seperti diketahui dugaan

keterlibatan lima orang
perempuan kolektor ini ter-
kuak saat LPD Desa Adat
Kapal mati suri. Sehingga
dilakukan verifikasi, hingga
dibentuk konsultan publik
dan dilakukan audit. Dari
sana disimpulkan ada 11
temuan prinsip yang menye-

‘babkan LPD Kapal mati suri.

Pertama adanya pemufak-
atan jahat pengurus LPD Ka-
pal hingga menikmati fasilitas
kredit dalam jumlah yang be-
sar. Banyak kredit LPD yang
jatuh tempo, namun tidak di-
lakukan upaya penyelamatan.
Adanya rekayasa pemberian
kredit (window dressing)
kepada mantan kolektor LPD
atas nama Ni Luh Rai Kris-

tianti Rp 8,5 miliar dengan
bunga 1%.

Adanya kredit topengan,
atau kredit atas nama (fiktif).
Selain itu ada kredit tempilan,
pemberikan kredit tanpa
proses 5C, adanya pemal-
suan dokumen gaji pegawai,
adanya aset diambil alih atau
digadikan, terjadi potongan
uang asuransi, adanya kebi-
jakan yang merugikan LPD,
beban kantor dan lainnya,
termasuk terdakwa Ladra
dengan menggunakan pro-
gramer atas nama Martinus
Baha mengubah data di LPD
yang dipimpinnya. HAsil au-
dit BPKP Wilayah Bali men-
emukan kerugian LPD Kapal
Rp 15,35 miliar: & rez

N

Hal

CEdisi : Geblu, 6, Pedl, o |
b ot g




Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

& TLARTANUNTUN 2 g &
NusaBa

-

A

————— .

Dengan tidak ada
kepastian itu, selain
akan mengundur
peremajaan pipa
juga berdampak
pada perbaikan
Jalan Nangka-
Antasura.

DENPASAR, NusaBali
Anggaran pipanisasi Jalan
Nangka - Antasura Denpas-

. ar yang diajukan ke Anggaran

Belum Jelas

Pendapatan Belanja Nasional
(APBN) sebesar Rp 9,2 miliar
oleh PDAM Kota Denpasar hing-
ga kini belum jelas realisasinya.
Sebab, dari kementerian hingga
saat ini belum berani memasti-
kan apakah anggaran pusat bisa
diprioritaskan ke penggantian
pipa atau tidak. Hal itu membuat
pihak PDAM kembali menunggu
keputusan pusat.

Padahal pengajuan anggaran
tersebut sudah dilakukan sejak
tahun 2017 untuk peremajaan
pipa sepanjang 5,6 kilometer. Pi-
pa-pipa tersebut membutuhkan
peremajaan karena umur pipa

sudah mencapai 50 tahun. Pada karana.bergelemb:tr:g.

i A

Dengan kondisi itu, pihaknya
berencana akan mengajukan
ke APBD dengan tambahan
anggaran yang dimiliki PDAM.
Kendati dipastikan tidak men-
cukupi untuk peremajaan selu-
ruh kebutuhan pipa, pihaknya
berharap sebelum ada realisasi
dari APBN, pipa yang dipri-
oritaskan harus diganti akan
didahulukan menggunakan
APBD. "Rencana kedua begitu
(mengajukan ke APBD), kalau
ada anggaran akan diajukan
tahun 2020 nanti. Walaupun
tidak mencukupi keseluruhan
paling tidak kita bisa lakukan
peremajaan seca - bertahap.

— e L. e

Kalau tidak begitu ya kami
terpaksa tetap menunggu dari
anggaran APBN," jelas Arsana.

Kata dia, saat ini pihaknya
menyarankan kepada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (PUPR) untuk melaku-
kan perbaikan jalan. Jika tidak
dilakukan saat ini, masyarakat
kembali akan protes karena
proses perbaikan jalan terlalu
lama dengan alasan PDAM. "Ya

karena belum ada realisasi, jadi

mau tidak mau PUPR kita sa-
rankan untuk perbaikan saja.
Kalau menunggu peremajaan
kami gak tau kapan terealisasi,”

jimbuhnya. & mis | 3

- Peremajaan Pipanisasi Jalan Nanaka-Antasura

garan dar

hal, harusnya peremajaan pipa
dilakukan maksimal 30 tahun.
Hal itu membuat kekhawatiran
PDAM karena dengan umur pipa
yang sudah tua memungkinkan
kebocoran akan sering terjadi.
Direktur Utama PDAM Kota
Denpasar, IB Arsana saat dikon-
firmasi, Jumat (6/4) mengaku,
hingga saat ini dari pusat sama
sekali belum bisa memastikan
realisasi anggaran itu. Dengan ti-
-dak ada kepastian itu, selainakan
mengundur peremajaan pipa
juga berdampak pada perbaikan
Jalan Nangka-Antasura yang
selamra ini dikeluhkan warga

i,

: {apwt, b Do\ 2019

e e

i
——l

I
—
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' anggota t‘lewan j’ang a]tan '

Dlslapkan Uang
Jasa Pengabdlan

@011
Pemarlntah Kabupai?en

i masa pengabdian-
nya. Berdasarkan data dari
maw DPRD Bdai:lgalx,
anggaran yang p-
kol et e
terse
_Sekretaris DPRD Bangh
Anak Agng Panji Awata-
nin (8!4) kemam

‘diterima masing-
masing ang-
gota dewan,
dmasual-

Celasa, 3, foril 2019

4

Untukaxwmﬂewanyang
masa baktinya kurang

mentara untuk masa bakti

aampalhmatahun,mendapat-
asa pengabdian sebesar
5 bulanamu paling banyak 6

bulan uang representasi.
Disebutkannya, nilai uang
representatif anggota dewan

- berbeda-beda. Untuk Ketua,

nilai uang representatifnya

'.Rp 2.100.000, sementara

Wakil Ketua Bp 1.680.000.
Sedangkan anggota hanya
‘ielp 1.575.000. ‘;Jlka dihitung

ngan masa baktinya sam-
pai lima tahun, maka Ketua

Dewan akan menerima Rp

12.600.000, sementara Wakil

Ketua Rp IODGOOOOdanan,g .

mnpsmmom :
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PENGADAAN pulu
mobil Expander dan sepeda
tor PCX di Kabupaten Gianyar,
menjadi pergunjingan di ma-
|| svarakat. Pengadaan 64 sepeda
motor PCX hitam dan 63 mobil
Expander hitam untuk perbekel
ini, dinilai jor-joran dan bukan
menjadi skala prioritas. Di ten-
gah bagi-bagi mobil dan motor,
Gianyar justru mendapatkan
Bantuan Keuangan Khusus
(BKK) dari Pemerintah Ka-
bupaten Badung. Bantuan ini *
me].lputl tujuh bidang; yaitu
pariwisata, kebudayaan, pendi-
dikan, pendapatan -asli daerah,
pertanian, teknologi informa- .
tika dan pekqmn umum (in-

Jupati Badung
Nyoman Gu}“?mta, Rabu
(3@'4) besok_.Bnatuan yang

Badung Putu Ngurah Thomas
Yuniarta membenarkan jika .
Bupati Badung mengagenda-
kan menyerahkan BKK untuk
Kabupaten Gianyar pada Rabu
(10!4} besok. “Ya, Rabu besok |
bapak rencananya menyerah-
kan bantuan BKK di Tampak-
siring, Gianyar. Kalau tidak
Rp 30 miliar,” ungkapnya.
 Ditanya apakah bantuan
yang diberikan tidak bertolak

belakang dengan keberadaan
Gianyar yang jor-joran membeli
mobil untuk perbekel, Ngurah
Thomas enggan menjawab.
. “Yang jelas Rabu diberikan

(bantuan BKK),” ucapnya sing-

Berita sebelumnya, Pemkab
' Badung dan Pemkab Gianyar
| telah menjalin kerja sama. Bu-
pati Badung Nyoman Giri Pras-

kerja sama ini adalah Undang-

kerja sama ini dalam rangka

ta mengatakan yang melandasi

undang tentang Pemerintahan
Daerah. Penandatanganan

meningkatkan koordinasi dan
komunikasi, demi te“"{"ﬁ‘,'j‘;“ya

layanan publik yang lebih op-
pegmg!, E:ﬁ'astruktur daerah

Bagikan 63 Mobil ke Perbekel
Tetap Minta BKK di Badung

yanglebih baik. Selain itu kerja
sama ini juga dimaksudkan un-
tuk lebih memantapkan hubun-
gan sinergis antardaerah,
menyerasikan pembangunan
daerah,. me

ghatkan pertukaran pengeta-
huan dan teknologi masing-

masing. "Maksud pelaksanaan

| kesepakatan bersama ini yaitu
- meningkatkan keterpaduan

pengelolaan berbagai program
tan pembangunan daerah |
dﬂl meningkatkan pelayan-
an masyarakat, perekonomian
daerah dan kesejahteraan ma-
syarakat.” ungkap Giri Prasta.
Peuandatauganan kese-
pakatan ini merupakan satu
bentuk penguatan komitmen
Pemerintah Kabupaten Ba-
dung dalam rangka ikut serta
menyukseskan tujuan
pembangunan nasional,
yvang bermuara pada
kesejahteraan ma-
syarakat. “Saya
berharap imple-
mentasi dari.

kesepakatan ini dapat saling
bersinergi denge::h, program-
rogram pemerintah, sehingga
gapat memberikan kontribusi
positif bagi pembangunan yang
dilaksanakan dalam rangka
memberikan jaminan kese-
jahteraan bagi m t-se-
cara optimal,” kata Giri Prasta.
Sebelumnya., BupauGlanyar
‘1 Made Agus Mahayastra juga

mengatakan bahwa dengan

adanya MoU dengan Badung,
minimal dapat merealisasikan
harapan masyarakat yang

segera ingin memiliki ja-
lan yang bagus,

banjar, pura, kese-

judkan

> -

tensi Qntardaerah serta menin-

hal tersebut diperlukan ino-
vasi, kerja keras untuk meng-
gali potensidana dari pajak dan
retribusi. “Ini menunjukkan
komitmen Bupati Badung bah-
Jwa tidak hanya membangun
Badung, beliau telah memikir-
kan Bali. Tentunya peluang ini
kami maksimalkan. Mudah-
. mudahan di 2019 nanti kita
bisa wujudkan,” jelasnya seraya
menambahkan, bantuan ini
-+ nantinya dalam bentuk Ban-
tuan Keuangan Khusus (BKK).
(kmb27)

Dana Desa Tak Boleh
untuk Beli Kendaraan

ANA Desa yang digelon- dalam Peraturan Menteri
torkan oleh pemerintah pusat Desa, yakni untuk peningka-
utamanya digunakan untuk tan pelayanan sosial dasar
infrastruktur dan pemberday- dan pemberdayaan ekonomi.
aan. Khusus infrastruktur, Untuk tahun 2019 ini sudah
yang dimaksud adalah in- disalurkan Dana Desa tahap

wantilan, balai

hatan, pendidikan |
yang bagus. Mewu-

Edisi

Sﬂm

w0)
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frastruktur dasar dan infra-
struktur sosial dasar. Namun, |
masyarakat kerap salah men-
gartikan i
dengan membuat taman, da
patung, atau tugu memakai
Dana Desa.

Padahal yang dimaksud
infrastruktur dasar adalah in-
frastruktur yang dapat mem-

struktur dasar tharapksn cair Mei men-

pertama dengan alokasi 70
persen. Sementara tahap
kedua sedang berproses dan

Anggota Komisi I DPRD
'Bali I Nyoman Oka Antara
mengat.akan, Dana Desa mes-.

tinya dipakai untuk memper-

leepst pengentasan kemiski-

berikan pelayanan optimal nan. Salah satunya dengan

kepada masyarakat. Seperti
-pembangunan poliklinik, pas-

ar desa, dan jalan usaha tani.

Tujuannya untuk mendorong
pergerakan ekonomi di desa.

Selain itu, Dana Desa juga

. tidak boleh dipakai untuk

‘membeli kendaraan seperti
sepeda motor dan mobil.

_ Baru-baru ini beredar ka-
bar jika Dana Desa di Gianyar
justru dipakai untuk membeli
mobil operasional bagi para
kepala desa. Ketika ditan-
vakan mengenai hal ini, Senin
(8/4) kemarin, Plt. Kepala
Dinas Pemberdayaan Ma-
syarakat dan Desa Provinsi
Bali Ketut Lihadnyana mem-
bantah kabar tersebut. “Itu

bukan Dana Desa dipakai, itu leh,

adalah 10 persen pajak retri-
busi daerah. Untuk urusan
itu, diatur melalui peraturan
bupati masing-masing,”
ujarnya.

Penggunaan Dana Desa
vang dialokasikan dari APBN,

lanjut Lihadnyana, diatur

- membangun infrastruktur se-

cara bergilir di desa. "Jangan
sampai itu yang melanggar
karena Dana Desa ini tang-
gung jawabnya berat juga.
Sudah banyak yang kena, biar
lebih berg‘atl hati. Kepala
desa tidak boleh | mementing-
kan diri sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya. anggota
Komisi XI DPR-RI I Gusti
Agung Rai Wirajaya mengaku
sudah sering mengingatkan
kepala desa di seluruh Bali
terkait pemeriksaan Dana
Desa oleh BPK-RI. “Saya
dengar ada selentinganDana
Desa digunakan untuk mem-
beli kendaraan sepeda motor
maupun mobil. Ini tidak bo-
ini benar-benar melang-
gar. Saya katakan sekarang
tolong itu jangan dilakukan
untuk kepala desa di seluruh
Bali. Kalau itu dilakukan,
saya mohon maaf, anda siap-
siap masuk ke dalam sebuah
pelanggaran,” ujar politisi
PDI-P ini. (kmb32)
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Anggaran
Renovasi Rp 1 Miliar

Bangli (Bali Post) - ; st i :
Sejumlah bagian bangunan Pasar Seni Geopark, Kintamani mulai mengalami
kerusakan. Salah satunya pada bagian plafon di lantai atas. Untuk memperbaiki

kerusakan pada bangunan pasar tersebut, Disperindag Kabupaten Bangli telah
menyiapkan anggaran Rp 1 miliar. :

Berdasarkan pantauan,
~ kerusakan terjadi pada pla-
fon lantai tiga pasar Seni
Geopark khususnya pada
ruangan di sisi utara yang
pernah ditempati sebagai
kantor Disparbud. Beberapa
titik plafon tampak jebol. Lis
plafonnya juga sudah banyak
yang berjatuhan. Sementara
material plafon yang jebol
berserakan di lantai.

Pasar yang rampung
dibangun pemerintah tahun
2014 lalu itu menelan ang-

aran miliaran rupiah. Se-

in mengalami kerusakan,
lantai serta dinding bangu-
nan pasar yang dibiarkan
kosong bertahun-tahun itu
juga tampak sangat kotor.

Dikonfirmasi terkait hal

itu, Kepala Dinas Perindus-

trian dan Perdagangan (Dis-

perindag) Kabupaten Ban-
gli Nengah Sudibya tak me-
nampik adanya kerusakan
pada bagian plafon pasar
Seni Geopark. Menurutnya,
kerusakan itu terjadi karena
pengaruh usia bangunan
yang sudah beberapa tahun
dan cuaca daerah setempat
yang dingin.
Dikatakannya bahwa

T telah merencanakan reno-
vasi di pasar itu. Untuk
merenovasinya, Disperindag

- Bangli telah menyiapkan
‘anggaran Rp 1 miliar yang
bersumber dari dana alokasi
khusus (DAK) dari Kement-
-erian Perindustrian.

Selain merenovasi be-
berapa bagian yang rusak
seperti plafon termasuk
toilet, Sudibya mengatakan,

‘akan melakukan penataan
interior. Sesuai perenca-
naan, Pasar Seni Geopark
tersebut nantinya akan dija-
dikan sebagai pusat promosi

pada tahun ini pihaknya

penataan pasar seni
itu kita gunakan jasa
konsultan perenca-
naan. Bagaimana pe-
nataannya, penem- .
patan produknya,” .
terangnya. Nanti-
nya setelah selesai -
direnovasi, penge-
lolaan Pasar Seni
yang berlokasi

di Penelokan .
itu rencananya
akan diserah-
kan ke Badan
Pengelola
Pariwisata.

i barang kerajinan. “Untuk (kmb40) =

e
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Post

KETUA DPRD Badung
Putu Parwata terus me-
nepati janjinya dalam mere-
alisasikan pembangunan
ekonomi kerakyatan di Ka-
bupaten Badung. Politisi
asal Dalung, Kuta Utara
tersebut Senin (8/4) kemarin
kembali menggelontorkan
dana motivasi untuk usaha
mikro, kecil dan menengah
(UMKM) bagi masyarakat
Badung. Ada dua warga
yang dibantu dana motivasi
penguatan UMKM terse-
but, mereka adalah Ni Luh

MODAL USAHA -
Ketua DPRD Badung
Putu Parwata mem-
berikan dana pen-
guatan modal

untuk dua warga
asal Dalung, bertem-~
pat di gedung DPRD
Badung, Senin (8/4)
kemarin.

T,

i

L]

Nariati dan Ni Ketut Ad-
nyani.

Putu Parwata men-
gatakan, pemberdayaan

-masyarakat melalui pen-

guatan modal UMKM ini
adalah bagian terpenting
dalam menjaga stabilitas
perekonomian kabupat-
en. “Kegiatan ini adalah
peran pemerintah dalam
meningkatkan masyarakat
berusaha untuk berdaya
saing. Pemberian penguatan
modal ini juga menghindari
para pengusaha kecil ini
meminjam dana dari rent-
enir dan mereka pun tidak
terlilit utang oleh rentenir,”
ujarnya.

Lebih lanjut alumni Pro-
gram Doktor Ekonomi Pem-

bangunan Unud ini juga *

mengatakan, nanti untuk
periode keempat pihaknya
akan memberikan lagi ban-
tuan untuk warung serta
industri rumahan untuk 15

Ketua DPRD Badung Berikan

Bantuan Modal UMKM

orang. “Merupakan salah -
satu kiat untuk menekan
jumlah kemiskinan. Jika
kesempatan berusaha ada,
tentu saja masyarakat me-
miliki pendapatan untuk
menjalani hidup,” papar
Sekretaris DPC PDI Per-
juangan Badung tersebut.

Selain lewat dana moti- «

vasi yang bersumber dari
dana operasional Ketua
DPRD Badung, tegasnya,
bantuan permodalan juga
dapat diperoleh dari hibah,

corporate social responsi- ..sil
‘Badung Putu Parwata yang

bility (CSR) serta program -
yang disusun di organisasi
perangkat daerah. Selain
itu, Pemkab Badung masih
bisa memberikan rekomen-
dasi bagi pelaku UMKM
untuk memperoleh Kredit
Usaha Rakyat (KUR) yang
disalurkan BPD Bali dengan
bunga hanya tujuh persen.
“Khusus KUR hingga Rp=

25 juta, tidak kena syarat

]

=

agunan,”’ tegasnya.
Pihaknya bisa mem-
berikan rekomendasi, kata
Parwata, karéna Pemkab
Badung merupakan peme-
gang saham tertinggi di
BPD Bali. Karena itu, tak
ada alasan BPD tak mau-
menyalurkan KUR kepada
UMEKM di Badung.
Sementara salah satu pe-
nerima bantuan penguatan
modal dari Ketua DPRD
Badung, Ni Luh Nariati
mqiampﬁikan terima ka-
st kepada Ketua DPRD

sangat memperhatikan para
pengusaha kecil seperti dir-
inya. “Bantuan ini nantinya
‘saya gunakan untuk me-
nambah usaha yang sedang
digeluti saat ini. Mudah-

- mudahan bantuan ini bisa
“terus berlanjut dan menam-

bah motivasi masyarakat
untuk membangun usah-
anya,” ungkapnya. (ad323)

9. Apci\, 2019
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. USAI pemugaran dan
. pembangunan beberapa pal-
: inggih di Pura Ulun Desa,
“ Banjar Adat Telengis, Desa
- Bengkel, Kecamatan Kediri,
_Tabanan, dilaksanakan
“ upacara Ngenteg Linggih.

Acara dihadiri Wakil Gu-
bernur Bali Tjokorda Oka
Artha Ardhana Sukawati,
Wakil Bupati Badung I
. Ketut Suiasa, Wakil Bupati

~ Tabanan I Komang San-

: jaya, para tokoh adat dan

1 serta krama dan pangemong

“ pura tersebut, Senin (8/4)
kemarin.

- Ketua Panitia Pembangu-
nan [ Wayan Kandri men-
gatakan, pihaknya atas

. nama masyarakat Desa
Bengkel mengucapkan teri-

-ma kasih, di antaranya
kepada Pemerintah Provinsi
Bali, Pemerintah Kabu-
paten Badung, Pemerintah

Bali

* masyarakat Desa Bengkel,

Post

Kabupaten Tabanan dan
para donatur yang telah ikh-
las memberikan bantuan.
Berkat dukungan berbagai
pihak, pembangunan Pura
Ulun Desa yani diempon
60 KK tersebut bisa terse-
lesaikan. :
Dituturkan Kandri, pem-
bangunan pura berdasarkan

" rembuk krama, karena jum-

lah pangemong kian bert-
ambah. Perluasan diawali
dengan membeli 2 hektar
tanah di lokasi pura terse-
but seharga Rp 130 juta.
Sementara membangun
palinggih menghabiskan Rp
900 juta. “Untuk pemban-
gunan dan penataan pura,
kami mendapatkan bantuan
dari Pemerintah Provinsi
Bali, Pemkab Tabanan dan
bantuan BKK dari Pemkab

' Badung sebesar Rp 500 juta,

serta para donatur lainnya,”
ungkapnya. :

: ”f{genteg Liﬁggih.". di Pura Ulun Desa Banjar Telengis Desa Bengkel Tabanan
J4 Wabup Suiasa Serahkan
~ Hibah Rp 1,3 Miliar Lebih

Dikatakan ﬁula. pem-

.bangunan dimulai dari

tahun 2017. Sementara
pelaksanaan Ngenteg Ling-
gih dimulai Februari 2019
dengan puncak karya pada
10 April. "Biaya upacara
dan pembangunan meng-
habiskan kurang lebih Rp
1 miliar. Kekurangan dari
biaya tersebut kami tutupi
dengan urunan bersama,”
jelasnya.

Wakil Bupati Badung I
Ketut Suiasa dalam sambu-
tannya mengatakan, pembe-
rian bantuan ini merupakan
implementasi prinsip “Ba-
dung Angelus Bhuana” yang
berarti Badung Berbagi,
dari Badung untuk Bali.
Program ini telah memberi-
kan dampak yang positif
bagi masyarakat Bali yang
ditujukan ikut membangun
manusia Bali dengan men-
gajegkan adat, seni, dan

budaya Bali. “Dengan pem-
bangunan pura dan pela
sanaan upacara ini, tel:
menunjukkan jati diri umat
se-dharma untuk tetap me-
lestarikan seni, adat, dan
agama Hindu,” kapnya.
Pihaknya sangat menga-
presiasi masyarakat Desa
Bengkel yang telah melak-

‘sanakan swadharmaning

agama dengan pemban-
gunan pura serta melak-
sanakan upacara dengan
gotong royong dan hati
yang tulus ikhlas. “Semoga
dengan dilaksanakannya
upacara ini masyarakat
mendapat karahajengan
dan kesejahteraan oleh Ida
Batara-Batari yang maling-
gih di pura ini. Dengan yad-
nya-lah kita bisa tunjukkan
rasa terima kasih kepada
Hyang Parama Kawi, agar
kita selalu diberikan kes-
ejahteraan,” jelas}ya. !

Senada dengan Wabup
Suiasa, Wakil Bupati Ta-
banan I Komang Sanjaya
;juga memberikan apresiasi.
Pihaknya merasa bangga
kepada warga Desa Bengkel
dapat melaksanakan pem-
bangunan dan melakukan
upacara Ngenteg Linggih

dengan pakedek-pakenyum. -

“Kami berharap ini tetap
terus terjaga demi generasi

muda ke depan,” imbuhnya.
Sementara itu, Wagub
Bali Tjokorda Artha Ardha-
na Sukawati alias Cok Ace
menegaskan, yadnya meru-
pakan tanggung jawab ber-
sama sebagai umat Hindu
kepada Hyang Parama Wis-
esa. “Pelaksanaan upacara
ini tentu telah membawa
energi yang positif kepada
“kita semua. Apalagi upacara

ini dilaksanakan secara
bersama-sama dan tulus
ikhlas,” tegasnya.

Sebelum melaksanakan
persembahyangan bersa-
ma, secara simbolis Wabup
Suiasa menyerahkan hibag
sebesar Rp 1,3 miliar lebih
dan secara pribadi maprnia
Rp 5 juta yang diterima
langsung oleh panitia pem-
bangunan. (ad32?)
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Bawaslu Drop Buku Saku ke TPS

'-smamyahuhx sakuyang
dicetak senilaiRp 1,7
" miliar ke TPS-TPS, sesuai
~ dengan jumlah TPS Pileg/
Pilpres. -

Anggota Divisi Seng-
~ keta Bawaslu Bali, [ Keﬁut
Rudia, mengatakan b
saku yang dicetak en—
‘gan menggunakan ang-

garan negara senilai Rp
1,7 miliar itu tidak boleh
sia-sia. Harus diterima para
pesem Pemilu, dalam hal
1. “Kamiakan

serahkan buk saku itu ke |
TPS-TPS. Jumlahnya sesuai
dengan TPS yang ada di

mhﬂdlsm g

waﬂranwmn}adi
BPK, Bawaslu Bali p

ll bereneana mengirin

' seluruh Bali, 12.386 TPS %
- ujar Rudia di Denpasar, Senin
(8/4).

Menurut Rudia, kalau
buku saku yang dicetak den-
gan duit negara itu tidak
sampai ke tangan saksi par-
pol peserta Pemilu, itu akan
men]adi mmuan BPK. Satu

menyebutkan saksi peserta
Pemilu dilatih Bawaslu, itu
jelas adalah lembaga DPR. |
Kami mengikuti aturan
‘'sesuai dengan Undang-un-
dang saja. Kita minta parpol
mengikuti aturan.” tegas
mantan Ketua Bawaslu Bali
2013-2018 in]

' amran Pemilu. Hdmna

019 dan kini
i berjalan di se]umlah
aten/kota se-Bali.
Parpol-parpol umumnya
sudah menyetorkan
nama saksi ke Bawaslu untuk,.
dilatih, namun ternyata seba-
gian besar tidak hadir. Bahkan,
saat pelatihan di wilayah Ka-
rangasem dan Buleleng, ada
parpol yang sama sekali tidak
] saksi. Akibatnya,
‘konsumsi yang sudah dibeli
nleh Panwascam dibagl bagi-

Takut Anggaran Jadn Temuan BPK, Bawaslu Drop \

mak@mkseiﬁah
danhe asuhan.
a- Hal yang sama ]ﬁ;enadi
i Tabanan.

Rudia menzbntohkan
Rudia, sisa waktu pel Hﬂl% saksi dari Gerindra
akan selesai Rabu (10, dl Sin ja, Buleleng. Jum-
besok. Pihaknya berharap g didaftarkan
semua saksi parpol peserta. Gertndra Bawaslu men-
Pemilu bisa hadir. “Kami - eapa! 132 orang, namun tak
tidak menyurati ulang, tapi dari mereka hadiri
kita hubungi lagi parpolnya. pelatihan Sedangkan dari
.“Kami Karena sebelumnya surat 325 saksi yang didaftarkan
usaku sndahialan Kita berharap  Golkar di buleleng, hanya 15
mi ) dengansakmnya orang yang hadir. Demikian
pula dari 12 saksi yang di-
daftarkan NasDem, hanya 15

orang ikut pelatihan. -
ihan Kegiatan pelatihan xﬂml
arna Parpﬂlyﬂ Bawaslu
pe!a— u%gSe Desa
i .Loka sa, Kecamatan
rxt,Buleleng juga sama.

_Gerindra mendaftarkan
246 saksi, tapi yang hadir

cuma 3 orang. Sedangkan

_Golkar mendaftarkan 153

saksi, tapiy g hadir hanya
55 orang. Demikian pula
Partai Berkar ya, mendaft-
arkan 117 saksi, tapi yang
hadir cuma 1 orang. Con-
toh memprihatinkan lain-
nya terjadi di Gianyar, ketika
Demokrat mendaftarkan 216
saksi, lyanghadh‘hanya 1
orang.
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BKD 'Lempar Bola’
ke P-ai

4= s

Koordinasi
dilakukan dengan
Dirjen Pajak karena
pemberlakuan
tarif baru sudah
diterbitkan melalui
Perda.

SINGARAJA, NusaBali

Badan Keuangan Daerah
(BKD) Kabupaten Buleleng,
berencana berkesrdinasi den-
gan Dlrektorat'}ftnderal Pa-

jak, Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) RI, menyusul
banyaknya keberatan atas ke-
naikan Pajak Bumi dan Bangu-
nan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB P2) akibat penyesuaian
tarif Nilai Jual Obyek Pajak
(NJOP). Upaya itu dilakukan
karena pemberlakuan tarif
NJOP sudah diundangkan
melalui Peraturan Daerah
(Perda).

Rencana tersebut diputus-
kan dalam rapat antara BKD
dengan Inspektorat dan Ba-
gian Hukum Setda Kabupaten
Buleleng, Senin (8/4) di kantor
BKD Buleleng, Jalan Ngurah Rai

Singaraja.

Sikapi Protes Kenaikan PBB P2

Sekretaris BKD Buleleng, Ni
Made Susi Adnyani dikonfir-
masi usai rapat mengatakan,
dari pembahasan awal BKD
baru menyusun draf pengu-
rangan untuk menindaklanjuti
keberatan yang diajukan wajib
pajak. Penyusunan draf ini
berdasarkan pertimbangan

prinsip kepatutan terhadap

regulasi yang mengatur dan
berkeadilan. Ini karena, pun-
gutan PBB P2 sendiri_ber-
dasarkan Undang-Undang
(UU) diikuti Peraturan Daerah
(Perda). Regulasi ini sudah
diundangkan, sehingga wajib
diterapkan. _
Karena itu, BKD akan ber-

-

—

kordinasi ke Direktorat Jender-
al Pajak (DJP), agar keputusan
yang akan diambil nantinya

tidak bertentangan dengan re- -

gulasi yang lebih tinggi. “Kami
baru melakukan rapat awal dan
pada dasarnya setiap keberatan
itu kita tindaklanjuti, dan kepu-
tusan dalam penetapan ke-
beratan pajaknya sesuai prinisp
kepatuhan dan berkeadilan,”
katanya,

Menurut Susi, sejak Surat
Pemberitahuan Pajak Terhu-
tang (SPPT) didistribusikan ke
setiap Unit Pelaksana Teknis
(UPTD) di setiap kecamatan,
pihaknya telah menerima be-
‘beapa jenis keberatan. Secara

detail berapa Wajib pajak );;ng il

mengajukan keberatan belum
dirinci.

Meski demikian, Susi me-
nyebut kebanyakan wajib pajak
keberatan atas kenaikan NJOP.
Sedangkan, keberatan karena
nilai pajak-nya naik dibanding-
kan tagihan pajak tahun terda-
hulu belum banyak yang masuk
ke BKD. “Umumnya keberatan
kenaikan NJOP dan keberatan
PBB-nya naik belum banyak. Ini
masih berproses paling lambat
dalam seminggu ini suda ada
keputusan pengurangan pajak,”
jelasnya.

Sebelumnya, penyesuaian
tarif NJOP tersebut meru-

pakan tindaklanjut dari pe-
rubahan Perda Nomor 5
Tahun 2013, tentang PBB P2.
Dalam penyesuaian itu, Pem-
kab Buleleng melalui Badan
Keuangan Daerah (BKD),
telah menyewa tim appraisal
menghitung perubahan ta-
rif NJOP PBB P2. Kini, pe-
nyesuaian tarif tersebut mu-
lai diberlakukan untuk PBB
P2 tahun 2019, =y
Data di BDK Buleleng me-
nyebut, jumlah SPPT yang di-
cetak di tahun 2019 sebanyak
178.000 lembar. Jumlah terse-
but telah didistribusikan ke
masing-masing unit pelaksana
teknis (UPT) di masing-masing

kecamatan, untuk diteruskan
ke masing-masing WP. Nah
setelah SPPT tersebar, WP mu-
lai keberatan karena nilai pajak
yang ditanggung kenaikannya
cukup tinggi. Seorang warga
mengaku, memiliki lahan seluas
1 hektare, dulunya hanya bayar
pajak sebesar Rp 300.000,
tetapi sekarang naik sampai Rp
1.000.000. Bahkan ada yang du-
lunya hanya membayar sebesar
Rp 3.800.000, kini harus mem-
bayar sebesar Rp 12.000.000.
“Kalau naik pasti naik, tetapi
kenaikanya sekarang sangat
banyak. Saya sudah layangkan
surat keberatan ke BKD," ung-
kapnya. & k19

4




Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

C\a2 ., 9 fyeL , 2019




Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Radar Bali

SEMARAPURA - DPRD
Klungkung gelar Rapat Pari-
purna Penyampaian Laporan
Keterangan Pertanggungjawa-
ban (LKPJ) Bupati Klungkung
Tahun 2018 di Gedung Sabha
Nawa Natya, DPRD Klungkung,
Senin (8/4). Terungkap, re-
alisasi Pendapatan Daerah
(PD) 2018 capai 97,70 persen
dari pagu indikatif perubahan
Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahun 2018
sebesar Rp 1,126 triliun.
Paripurna dipimpin Ketua
DPRD Klungkung I Wayan
Baru, Bupati Klungkung Nyo-
man Suwirta beberkan, real-
isasi Pendapatan Daerah pada
Tahun 2018 capai Rp 1,1 triliun
atau mencapai 97,70 persen
dari pagu indikatif perubahan

—eeee——————

——

Daerah (RKPD) Tahun 2018
sebesar Rp 1,126 triliun.

Tak mencapai 100 persen
lantaran realisasi pendapatan
asli daerah (PAD) Rp 186,993
miliar lebih atau 97,31 persen
dari pagu indikatif peruba-
han RKPD 2018 sebesar Rp
192,166 miliar lebih. “Realisasi

'Rencana Kerja Pembangunan

LAPORAN: Paripurna Penyampai

RAPAT PARIPURNA DPRD KLUNGKUNG BAHAS LKP) BUPATI 2018

Pendavatan Daerah Capai Rp 1,1 Triliun

mﬂnmmmmmm

an LKPJ Bupati Klungkung 2018 di Ge-

dung Sabha Nawa Natya, Kantor DPRD Klungkung, Senin kemarin (8/4).

pendapatan bersumber dari
dana perimbangan sebesar Rp
669,716 miliar lebih atau lebih
rendah Rp 10,9 miliar lebih
dari pagu indikatif perubahan
RKPD tahun 2018 sebesar Rp

680,647 miliar lebih,” bebernya.
Begitu juga dengan realisasi
belanja pada tahun anggaran

2018 mencapai Rp 1,146 triliun
lebih atau lebih rendah sebesar
Rp 55,041 miliar lebih dari pagu
indikatif perubahan RKPD ta-
hun 2018. Itu lantaran realisasi

belanja langsung mencapai Rp

502,145 miliar atau 89,35 pers-

_en dari indikatif perubahan

RKPD tahun 2018 yang diran-
cang sebesar Rp 562,009 miliar.
“Sementara realisasi belanja

' tldak Iangsung mencapai Rp

644 ,691 miliar lebih atau 100,75

| persen dari indikator peruba-

' han RKPD Tahun 2018 yang
dirancang sebesar Rp 639,869
miliar” terangnya.

. Ketua DPRD Klungkung |

- Wayan Baru apresiasi kinerja

- Bupati Klungkung di 2018. Ka-

tanya, LKP] Bupati Klungkung

- Tahun 2018 selain memenubhi

kewajiban konstitusi juga di-

“maksudkan sebagai upaya
membangun transportasi dan
memperkuat check and bal-

ances penyelenggaraan pe-

merintah daerah oleh DPRD.
(adv/ayu/rid)

Edisi
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Wakil | 1 Bupati Ketut Sulasa

Serahkan Hlbah Rp 1,195 Miliar

'IEABANAN Usaipemugamn
dan pembangunan beber-
apa palinggih di Pura Ulun
Desa, Banjar Adat Telengis,
Desa Bengkel, Kediri, Tabanan,
dilaksanakan Ngenteg Linggih.

Ritual dihadiri Wakil Guber-

" nur Bali Tjokorda Oka Artha
Ardhana Sukawati (Cok Ace),
Wakil Bupati Badung I Ke-
tut Suiasa, Wakil Bupati Ta-
banan I Komang Sanjaya, para
tokoh adat dan masyarakat
Desa Bengkel, serta krama
dan pangemongpura tersebut,
Senin (8/4).

Ketua panitia pembangunan

1 Wayan Kandri mengatakan,
berterima kasih ke Pemprov
Bali, Pemkab Badung, Pemkab
Tabanan, serta para donator
yang telah ikhlas memberikan
bantuan. Sehingga, dalam

_pembangunan PuraPura Ulun

e e S, e ‘_ -

pelaksanaan upacara ini, telah
menunjukkan jati diri umat
se- dharma, untuk tetap mele-
starikan seni, adat, dan agama
Hindu,” ungkapnya,

Suiasa sangat mengapresiasi.
masyarakat Desa Bengkel.
Sebab, telah melaksanakan
swadharmaning agama den-
gan pembangunan pura, serta
melaksanakan upacara den-

Desa yang dl-mong 60 kepala
keluarga (KK) tersebut bisa
selesai,

Dituturkan Kandri, pem-
bangunan pura berdasarkan
rembuk krama, karena jumlah
pangemong kian bertambah,
Guna perluasan, diawali mem-

beli 2 hektare tanah di lokasi
pura tersebut seharga Rp 130

juta. Sementara membangun
palinggih menghabiskan Rp
900 juta. "Untuk pembangu-

nan dan penataan pura ini,

kami mendapatkan bantuan
dari Pemerintah Provinsi Bali,
Pemkab Tabanan, dan bantu-
an BKK dari Pemkab Badung

‘sebesar Rp 500 Juta, serta para

donatur lainnya,” ungkapnya.
Dikatakan, pembangunan
dimulai dari 2017. Ngenteg
Linggih dimulai Februari 2019
dengan puncak karya pada

gan gotong-royong dan hati
tulus ikhlas.

Wakil Bupati Tabanan I
Komang Sanjaya pun men-
gapresiasi. Pihaknya merasa
bangga kepada warga Desa
Bengkel dapat melaksanakan

pembangunan dan melakukan
upacara Ngenteg Linggih den-
gan pakedek-pakenyum.

Wagub Cok Ace menegas-

10 April mendatang. "Biaya
upacara dan pembangunan
 menghabiskan kurang lebih Rp
1 miliar. Kekurangan dari biaya
tersebut kami tutupi dengan
urunan bersama,” jelasnya.
Wakil Bupau Badung I Ke-

tut Sui&éa_,meuga_takan, .prin-“

sip Badung Angelus Bhua-

na, berarti; Badung Berbagi,
dari Badung untuk Bali, telah
memberikan dampak positif
bagi masyarakat Bali. "Den-

_gan pembangunan pura dan

kan, yadnya merupakan tang-
gung jawab bersama sebagai
umat Hindu kepada Hyang
Parama Wisesa.

Sebelum melaksanakan
persembahyangan bersama,
secara simbolis Wabup Suiasa
menyerahkan hibah Rp 1,195
miliar lebih dan secara pribadi
‘mepuniaRp 5 juta, diterima pani-
tiapembangunan. (adv/dwi/djo)

Edisi
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@'ibun-Bali

Anggarkan Rp 290 Juta untuk 30 Dewan l

@ Pemkab Beri DPRD Dana Purnabakti Sebagai Jasa Pengabdian

BANGLI, TRIBUN BALI - Je-
e anggota DPRD Bfl::ggﬁ
periode 2014-2019, Pemkab
1290 juta untuk 30 anggota de-
" wan. Anggaran yang disebut
dana bakti ini nantinya
diberikan kepada seluruh
anggota dewan sebagal jasa

Sekretaris Dewan, Anak
Agung Gde Panji Awataraya-
na menyebutkan, pengang-
garan uang jasa pengabdian
ini telah sesuai dengan Per-
aturan Pemerintah (PP) No
18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi
lepinan dan Anggota De-

Sefsa, 9 April 2019

5

wan Perwakilan Rakyat Da-
erah (DPRD).

“Aturan tersebut kemu-
dian dijabarkan dalam Per-

‘aturan Daerah (Perda) No 8

Tahun 2017. Karena sudah
ada payung hukumnya,
kami berani menganggar-
kan uang jasa pengabdian
dalam APBD Tahun 2019,"

- pengabdian sebesar satu bu

ungkapnya, Senin (8/4).
Pembagian dana pur:

nabakti ini hanya diberikar

sekali. Pembagian besaran

maka besaran uang jasa

lan uang representasi.
Sedangkan untuk masa
bakti sampai lima tahun, di
berikan uang jasa pengabdi
an sebesar lima bulan atau
paling banyak enam bulan
uang representasi. Gung
Panji mengatakan, uang re-
presentasi anggota dewan
pada periode ini lebih besar
dibandingkan dengan pe-
riode sebelumnya. Seperti
uang representasi bagi ke-
tua DPRD yakni Rp 2,1 juta,
wakil ketua Rp 1,6 juta, dan
anggota sebesar Rp 1,5 juta.
“Dengan demikian untuk
ketua DPRD Bangli nantinya
akan menerima Rp 12,6 juta,
wakil ketua Rp 10 juta,
anggota Rp 9,4 juta. Unt
anggota yang mendapa
jumlah sekian (Rp 9.4 ju
hanya sebanyak 26 orang

satubu]anuang

“Uang jasa pengabdian ini
akan kami cairkan setelah!
masa bakti anggota dewan
berakhir, yakni bulan Agus-
tus 2019 nanti. Sement
sisa dari anggaran uang
pengabdian itu sudah tentu
kita akan kembalikan ke kas!
daerah,” tandasnya. (mer)
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- Perekonomian Masyarakat

~ Semakin Timpang

@ Pemkab Klungkung Genjot Sektor UMKM dan

Pertanian

BUPATI Klungkung | Nyoman Suwirta mem-
bacakan Laporan Keterangan Pertanggungja-

‘waban (LKPj), di hadapan dewan dalam rapat
" paripurna yang digelar, Senin (8/4). Ada bebe-

rapa hal yang menjadi point penting yang di-
sampaikan Suwirta, yakni perekonomian ma-
syarakat Klungkung yang semakin timpang,
sehingga ke depannya pemerintah akan lebih
menggenjot sektor UMKM serta pertanian.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua
DPRD Klungkung | Wayan Baru dan dihadiri -
18 anggota dewan. Serta dihadiri Bupati Nyo-
man Suwirta dan jajarannya. Dalam paripur-

* na tersebut, Suwirta menyampaikan secara

umum kondisi perekonomian di Kabupaten
Klungkung menunjukkan perkembangan po-
sitif. Mulai dari pertumbuhan ekonomi pada
2017 mencapai 5,34 persen, di atas pertum-
buhan ekonomi nasional yang sebesar 5,07
persen.

"Titik puncak dari pertumbuhan ekonomi
ini, memang tdak setinggi di tahun 2016 yang
mencapal 6,02 persen. Perekonomian Klung-
kung di tahun 2016, melesat lantaran sektor
pariwisata,” jelasnya.

Kondisi ini ternyata juga berdampak pada
gini ratio (ketimpangan) antara penduduk
miskin dengan kaya di Klungkung yang sema-
kin lebar. Hal ini karena sektor pariwisata bi-

| asanya digerakkan para pemodal, sementara

sektor pendukung utama,seperti pertanian di-
kalahkan oleh sektor pariwisata.

~ "Kami akan terus genjot sektor UMKM
dan pertanian. Perekonomian warga tidak
boleh terlalu senjang, seperti saat ini," te-
gas Suwirta. :

Terkait kebijakan pengelolaan keuangan
daerah pada tahun anggaran 2018, Suwir-
ta memaparkan, realisasi pendapatan daerah
pada 2018 sebesar Rp1,100 triliun atau men-
capai 97,70 persen.

Sumber pendapatan dari dana perimbang-
an belum mencapai target. Yang mana pene-
rimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pa-
jak hanya terealisasi Rp 18,401 miliar (84,47

TRIBUN BALIEKA MITA SUPUTRA

persen). Demikian juga dengan dana aloka-
si khusus yang terealisasi Rp 120,943 miliar
darl pagu Rp 128,491 miliar atau hanya ter-
capai 94,13 persen. Sedangkan untuk reali-
asi belanja pada tahun anggaran 2018 men-
capai Rp 1,146 triliun atau lebih rendah Rp
55,041 miliar dari pagu indikatif RKPD tahun
2018.

Realisasi pendapatan daerah ini bersum-
ber dari realisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Rp 186,993 miliar atau 97,31 persen
dari pagu indikatif perubahan RKPD tahun
2018 yang ditetapkan Rp 192,166 Miliar. Di
samping itu, realisasi pendapatan yang ber-
sumber dari dana perimbangan Rp 669,716
“miliar, lebih rendah Rp 10,931 miliar dari
pagu indikatif perubahan RKPD tahun 2018
Rp 680,847 miliar.

Terkait realisasi pembangunan, Bupa-
ti Suwirta menyampaikan, sepanjang 2018
sudah dituntaskan rehabilitasi jalan sepan-
jang 29,60 km, pembangunan gedung In-
stalansi Bedah Sentral (IBS) Rp 19,951 Mi-
liar, pembangunan enam unit pasar, serta
pembangunan 80 unit bedah rumah dan 47
unit rehab rumah.

Pada rapat paripurna itu diserahkan LKPJ
ke Ketua DPRD Klungkung | Wayan Baru.
(adv/mit)

. Solosa, 9 Aors( Soro
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an Rp 2,636 miliar ini akan

DINAS Pendidikan Kota Den-
pasar menganggarkan Rp 2,6
miliar untuk rehab tujuh Se-
kolah Dasar(am di K.uta Den-
pasar.

“Untuk yang kelanjutan per-
baikan tahun 2018 kemarin, .
kami kebut dan rencanakan -
selesai sebelum tahun ajar-
an baru. Sehingga saat tahun
ajaran baru, gedung itu sudah
terpakal, kami kejar, sehing-
ga target Mei atau Juni tun-
tas dan Juli bisa dipakal,” kata
Merta.

Untuk tahun 2019 ada tu-

' juh sekolah yang direhab meli-

puti SDN 8 Sanur, SDN 6 Pena-
tih, SDN 2 Tonja, SDN 15 Dauh
Puri, SON 14 Pedungan, SDN
27 Pemecutan, SDN 15 Peme-
cutan.

Adapun rehab ini untuk pe-
rehaban atap sekolah. Rehab
tahun 2019 dengan anggar-

9 Apri (2089

&

Rehab 7 5D Habiskan
Rp 2,6 Miiar

dimulai bulan Mei 2019 dan
ditargetkan tuntas pada Sep-
tember 201? Dana ini ber-

sumber dari APBD Kota Den-

pasar 2019.

“Nilai rehabnya nanti tergan-
tung kebutuhan di sekolah ma-
sing-masing. Konsultan yang
mengerjakan. Kita anggarakan
dana segitu, kita mohon ke -
konsultan sebelum buat gam-
bar atau DED agar ke sekolah
dulu, tanya kepala sekolahnya
apa yang diperlukan. Sekolah
yang tentukan bagaimana,”
katanya.

Selain rehab atap juga ada
pembangunan Padmasana
di dua sekolah yakni SDN 22
Dauh Puri, dan SDN 16 Peme-
cutan. Juga perbaikan tem-
bok penyengker di SDN 11 Pe-
guyangan, SDN 8 Pemecu
SDN 6 Sesetan, SDN 17 Kesi-
man, SDN 18 Dangin Puri, dan

- SDN4 Peguyangan m

e ———————— e S
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Atas Kenaikan Ta

rif P

3B P2

- Singaraja (Bali Post) - : , ; “dn
Adanya kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
Perkotaan (PBB P2) itu memicu keberatan para Wajib Pajak (WP)
di Buleleng. Ini karena dampak penyesuaian tarif yang mulai ber-
laku 2019 itu, membuat kewajiban WP jadi membengkak diband-

“Nanti akan a__-'éii;fenetapan pimpi-l
nan di daerah. Yang pasti keberatan
1 akan "ber 'HE_—- iz Ikan

ingkan tahun sebelumnya.

Daerah (BKD) Buleleng mempersi-
lakan WP melaporkan keberatannya.
Kalau keberatan WP itu masuk akal,
maka pihak BKD dipastikan akan
pengurangan PBB P2 sampai seten-
gah dari total tagihan pajak itu.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKD
Buleleng Gede Suyasa, Minggu (7/4),
kemarin ‘mengatakan, setelah Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang
(SPPT) dicetak dan didistribusikan.
Sejauh ini BKD sudah menyosialisa-
sikan kepada WP untuk mencermati
dokumen pajak yang diterima. Dari
cara itu WP memandang nilai paja-
knya tidak masuk akal. Nilai kenai-
kannya benar-benar memberatkan.
WP kami persilakan mengajukan
keberatan ditujukan kepada BKD,”
pinta Gede Suyasa. ' !
Namun sejauh ini, memang pihak

dengan kenaikan tarif PBB P2 itu.

T g AN ey —_

‘Atas kondisi ini, Badan Keuangan -

Behkan keberatan itu mulai dikaji

tim dan dilapo
“Setelah saya ditugas

R czan kepada Bupati
Buleleng Putu Agus Suradny.

ana.
kan di BKD,

WP relatif banyak yang keberatan

Senin (8/4) hari ini kami akan meng-
kaji keberatan WP terhadap kenaikan
PBB P2. Saya masih mempelajari
karena ini dilaksanakan oleh pejabat
sebelumnya,” katanya.

Birokrat asal Desa/Kecamatan
Tejakula itu menambahkan, kajian
atas keberatan itu akan dilaporkan
kepada Bupati. Kalau berdasarkan
perhitungan teknis @pgexnmbangan
penting, Bupati bisa saja memberikan
pengurangan pajak. Tentu saja, kepu-
tusan pimpinan berdasarkan grade
yang sudah ditentukan. Sehingga
dari keberatan yang diajukan akan
ditindaklanjuti. Selain masalah teknis
penghitungan, bisa saja pengurangan
pajak itu diberikan dengan pertim

ewajibanya.

g

e

uan WP melunasic

grade masing-masing dan juga per-
timbangan teknis lainnya,” jelasnya.
*  Seperti diberitakan sebelumnya,
tahun 2018 lalu rintah meny-

P2 itudihitung berdasarkan zona dan
perkembangan harga tanah terbaru.
Dari sekian banyak zona, penghitun-
gan nilai pajak berdasarkan zona
objek pajak di jalan protokol, jalan
desa, kawasan pariwisata, dan masih
banyak zena lainnya. 3

Menyusul penyempurnaan itu,
SPPT tahun 2019 sudah dicetak.
Bahkan sudah didistribusikan kepada
para WP di Bali Utara. Hasilnya, WP
mulai mengajukan keberatan ter-
hadap penetapan PBB P2 yang telah
disepurnakan itu. Ini karena, perkem-
bangan harga tanah menyebabkan
)aja yﬁmﬂ} dilunasi jadi nilainya
‘bertambah, dibandingkan beberapa
“tahun sebelumnya. (kmb38)

-

- Senw, 8, Ppct\, 1009
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-

ramai-ramai membongkar plang
nama penginapan di Banjar Bi-
aslantang Kaler, Desa Purwak-
erti, Mmg@l (7/4] Tujuan pem-

1banguna ;embatanmeng
|| hub dari pusat Desa Pur-

1i ke Tukad Liki dan jalur
itu juga tembus ke Desa Labasari,
Kecamatan

dan lebar 1 meter, terlebih dahulu
krama Desa Purwakerthi meng-
gelar"pﬁmﬂml mmn

na mencolok ke alan raya.
F %mr knsepéfﬁtan itulah

Purwakerthi, | Nengah Karyawan.
Nengah Karyawan menam-
bahi ' priembet

Warga | _
camatan Abang. Karangasem

Abang. _
Sebelum membongkar plang
de tinggi sekitar 1,5 meter

Wargs DesaPumake;ﬂ'ni Kacamam Abang; Karangasem membongkar

‘plang penginapan, Mtnggu (7/4).

Bangun Jembatan, ¢
Bongkar Plang Pengmapan

®I5T

dikoordinasikan Bgmrbdm Desa

direalisadkan tahtm ang-
2019 dan dari APBD Ka-

ten Karangasem dengan

1 jmbalzn 12 meter dan

har 6 meter, Sehingga nantinya
-memudahkan warga melintas

~di Tukad Liki. Selama ini warga

melintas mesti menyusuri sungai
dengan adanya jembatan, tidak
akan pernah

khawatir walau di

~ musim hujan. Bangunan jem-

-

bamnherblayaRpZAmﬂm
Pembangunan itu satu paket

den@npmgaspalanjalan
Desa Purwakerthi ke Pantai

Amed. “Kami mengapresiasi du-
Mnganmasmakatmlm&l;
ca:anpembangtman

Edisi ngm 3 aPmL .amﬂ |
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QTribun-Bali

SEMARAPURA,TRIBUN
BALIL- Ketut Sumerta (50)
sedﬂ% melabuhkan sam-

" la berharap pemerintah

tanggul sebelumnya. Tapi
rusak. Semoga yang rusak
ini bisa dibangun kembali.”

Nyoman Susanta menjelas-

dengan anggaran sekitar Rp
500 juta. Terlebih Bupati
Suwirta memiliki rencana

bisa mencapai Rp 20 juta,”

ungkap Nyoman Susanta.
Berdasarkan data terakhir

‘pannya di pesisir Pulau Ce- jelasnya. untuk melakukan penataan Dinas PU Klungkung, saat
ningan, Minggu (7/4). Seje- Pemkab Klungkung me- terhadap pesisir di sekitar ini pesisir Klungkung yang
nak kemudian warga asal mang telah mem- Jembatan Kuning yang te- rawan abrasi panjangnya
Ceningan itu lantas duduk di  bangun tanggul untuk meng- lah menjadi ikon Pulau Lem-  sekitar 25,77 km. Dari jum-
pesisir pantai berpasir putih antisipasi abrasi di pesisir in-Ceningan. lah itu, ada sekitar 13,523
| di sekitar Jembatan Kuning. tepatnya di pesisir  “Semoga tahun 2020 tang-  kilometer yang telah berhasil
la sempat menunjukkan run-  sekitar Jembatan Kuning, gul ini bisa terealisasi. Pem- ditangani. Sementara sisa-
tuhan tanggul yang roboh.  Jika tanggul tidak kunjung buatan tanggul memang nya sekitar 12,247 kilometer
“Informasinya pesisir ini dikhawatirkan air membutuhkan dana yang garis pantai rawan abrasi di
mau dibangun tanggul oleh laut akan mengikis pesisir tidak sedikit. Per meternya, Kabupaten Klungkung akan
| |per tah, tapi belum tere- pantai berpasir putih ini. [T — = R I
F ' . ujarnya.. Plt Kadis PU Klungkung, ditangani secara bertahap.

Sekitar 6,5 kilometer pesi-

dapat segera membangun kan, perencanaan untuk sir abrasi ada di Klungkung |
I ‘tanggul di loKasi itu agar pe- pembuatan tanggul tersebut daratan dan sekitar 5,75 ki-
sisir tidak kunjung tergerus telah dibuat tahun 2017 si- lometer ada di Nusa Penida.

" abrasi. Terlebih pesisir di se- lam. Namun hingga saat ini “Tahun ini saja kami i
kitar Jembatan Kuning men- tanggul itu belum terealisasi menganggarkan penanganan
|| jadiakses penting bagi warga karena minimnya anggaran. abrasi sejumlah Rp 2 miliar
untuk melabuhkan jukung- ~ Tanggul di pesisir Pulau dan difokuskan di Banjar Ku-
jukung, termasuk boat kecil C ini rencananya di- tapang, Desa Batununggul.
%mya ini sudah ada bangun sepanjang 26 meter Kami perkirakan anggaran

itu dapat tertangani sekitar
100 meter,” ungkapnya. (mit)

Tidak Ada Anggaran Penanganan

—r——

rawan abrasi yang ada di Klungkung. I
“Kami tidak tahu apa penyebabnya. Untuk
target penanganan abrasi, tentu kami harus li-
hat renstra BWS Bali-Penida, karena menyang-
kut kewenangan. Tetapi kami juga memasang di I

renstra dinas tiap tahun 100 meter sampal ta-
tuk penanganan 12,247 kilometer garis pantal hun 2023,” ungkapnya. (mit)

PLT Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat
Klungkung, | Nyoman Susanta menjelaskan, ta-
hun 2019 ini tidak ada anggaran penangan-
an abrasi dari Balal Wilayah Sungai (BWS) Bali-
Penida.

Pihaknya telah mengajukan permohonan un-

[_Edisi . Cenn, 3, Berd, 109
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Program Internet Desa Gratis

Dlanggarkan Rp 2,1 Miliar

ol s

Drs. Made Agus Harta Wiguna

~ Koster menerangkan, p

Tabanan (Bali Post) -

Pemprov Bali berencana memasang '
jaringan internet (wifi) di seluruh desa
adat, puskesmas dan objek wisata yang |

dananya bersumber dari BKK 2019,
Dari sembilan kabupaten/kota di Bali,
Kabupaten Tabanan mendapatkan ang-

garan paling banyak yakni Rp 2,1 miliar

lebih. Anggaran tersebut rencananya
digunakan untuk program mternet gratis
di 393 titik.

Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten
Tabanan Drs. Made Agus Harta Wiguna

* menyampaikan, dana dari provinsi di-

manfaatkan untuk menyewa bandwith
untuk meng-cover seluruh 349 desa pak-
raman, 20 puskesmas dan 10 objek wisata
di Tabanan. “Ada juknis yang mengatur
hal itu dan sudah ditentukan lokasinya
sebanyak 393 di seluruh Tabanan,” ung-
kap Agus, Minggu (7/4) kemarin.
Program ini akan segera direalisasi-

kan. Salah satunya demgan pemilihan

peny melalui e-katalog. SEmentara
untuk keberlanjutan program ini, Pem-
kab Tabanan telah mengunsulkan BKK
provinsi untuk tahun anggaran 2020.
Sebelumnya, Gubernyr Bali Wayan
asangan wifi
gratis nantinya aldan dikemas dalam
satu aplikagi Bali Smart Island. Tahap
pertama menyasar desa adat, destinasi
wisata, dan puskesmas. Selan]utnya akan
menyasar sekolah, kampus, permukiman
padat dan sehagamya. 8)
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Penyesuaian NJOP
Menuai Protes .

% Kenaikan PBB Dianggap Tinggi

Kenaikan diprotes
karena naik
berlipat-lipat. Dari
bayar Rp 300 ribu
menjadi Rp 1 juta.
Bahkan ada yang
dari Rp 3,8 juta
ditagih Rp 12 juta.

SINGARAJA, NusaBali

Penyesuaian nilai jual objek
pajak (NJOP) atas pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan
perkotaan (PBB P2), mulai
menuai protes. Pemilik tanah
selaku wajib pajak (WP) pun
telah melayangkan surat keber-
atan ke kantor Badan Keuangan
Daerah (BKD) di Jalan Ngurah
Rai Singaraja. -

Penyesuaian tarif NJOP
tersebut merupakan tindak-
lanjut dari perubahan Perda
Nomor 5 Tahun 2013, tentang
PBB P2. Dalam penyesuaian
itu, Pemkab Buleleng melalui
Badan Keuangan Daerah (BKD),
telah menyewa tim appraisal
menghitung perubahan tariff

- NJOP PBB P2. Kini, penyesuaian
tarif tersebut mulai diberlaku-
kan untuk PBB P2 tahun 2019.

g Data di BDK Buleleng me-

nyebut, jumlah SPPT yang di-

cetak di tahun 2019 sebanyak

178.000 lembar. Jumlah terse-

but telah didistribusikan ke
~masing-masing unit pelaksana

teknis (UPT) di masing-masing
kecamatan, untuk diteruskan ke
masing-masing WP. Nah sete-
lah SPPT tersebar, WP mulai
keberatan karena nilai pajak
yang ditanggung kenaikannya
cukup tinggi.

Seorang warga mengaku,
memiliki lahan seluas 1 hek-
tare, dulunya hanya bayar
pajak sebesar Rp 300.000,
tetapi sekarang naik sampai Rp
1.000.000. Bahkan ada yang du-
Iunya hanya membayar sebesar
Rp 3.800.000, kini harus mem-
bayar sebesar Rp 12.000.000.
“Kalau naik pasti naik, tetapi
kenaikanya sekarang sangat
banyak. Saya sudah layangkan
surat keberatan ke BKD," ung-
kapnya.

Sementara, Asisten Admin-
istrasi Umum Setda Kabupaten
Buleleng, Gede Suyasa selaku
Pelaksana Tugas (PIt) Kepala
BKD Buleleng Minggu (7/4),
tidak menampik sudah ada WP
yang mengajukan keberatan
terkait dengan pemberlakuan
tariff NJOP yang baru. Karena

itu, pihaknya akan mengkaji

kembali kenaikan tarif terse-
but. “Saya kan baru di BKD,

( jadi memang ada yang sudah
melayangkan keberatan. Besok
(Senin, hari ini,Red), kami akan
bahas dan mengkajinya,” ka-
tanya.

Menurut birokrat asal Desa/
Kecamatan Tejakula ini, masih
dimungkinkan adanya perbai-

‘kan tarif. Karena itu, terhadap
keberatan yang sudah masuk,
pihaknya akan mengevaluasi

kembali. Hasil evaluasi itu akan
disampaikan kepada Bupati un-
tuk dibuatkan ketetapan yang
baru. “Nanti akan ada peneta-
pan oleh pimpinan di daerah.
Yang pasti keberatan ini akan
ditindakanjuti berdasarkan
grade masing-masing, dan per-
timbangan teknis lain,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Bi-
dang (Kabid) Pendataan dan
Penetapan Pajak Daerah, BKD
Buleleng, Ni Nyoman Sukadani
menyatakan, penyesuaian tar-
iff NJOP itu akan berdampak
adanya kenaikan PBB P2. "Bagi
pemilik lahan hektaran, tentu
kenaikannya akan terasa, ka-
rena pengenaan tariff NJOP-nya
sudah berbeda. Tapi kalau yang
punya tanah misalnya 2 are,
paling kenaikannya hanya Rp
5.000," katanya.

Sukadani menyebut, pihakn-
yatetap memberikan kesempa-
tan kepada WP untuk mengaju-
kan keberatan terhadap peny-
ensuaian tariff PBB tahun ini.
Hanya saja, keberatan tersebut
diajukan sebelum SPPT jatuh
tempo tanggal 30 September
2019, maka keberatan atas ke-
naikan PBB tidak akan dilayani.
"Sekarang ini, kami kan sudah
mendistribusikan SPPT, nah
kalau memang nanti ada yang
keberatan silakan ajukan, jadi
kami berikan waktu sampai
6 bulan, Tetap kalau kebera-
tannya lewat dari tangal 30
September, kami tidak terima,
karena kami anggap tariff PBB
itu sudah dapat diterima,”
jelasnya. @& k19
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Rp 156 Miliar di Buleleng, Disetujui Pusat |

SINGARAJA, NusaBali ;

Tim Terpadu Kabupaten Buleleng sudah
mengirimkan proposal untuk pembangunan
Irradiator Gamma (perangkat untuk pengawet
dan menjaga kualitas hasil pertanian) ke pusat.
Proposal senilai Rp 156 miliar yang diajukan
ke Badan Perencananaan Pembangunan Nasi-
onal (Bappenas) ini pun telah disetujui pusat.

Tim Terpadu yang dikoordinasikan Badan
Perencanaan Pembanguna Daerah, Penelitian
dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Bule-
leng, bersama Dinas Pertanian Buleleng, Dinas
Perindustria & Perdagangan (Disperindag)
Buleleng, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas
Perikanan Buleleng, dan Dinas Lingkungan
Hidup Buleleng ini sudah sempat audiensi
dengan pejabat pusat. Menurut Plt Kadis
Pertanian Buleleng, | Made Sumiarta, rencana
pembangunan Irradiator Gamma sudah men-

® NUSABALULILIK SURYA ARIANI

SAM b
Nantinya, Irradiator Gamma
akan dibangun di atas lahan
seluas 22 haktera di Desa Pa-
tas, Kecamatan Gerokgak, Bu-
leleng. Lahan tersebut meru-
pakan milik Pemprov Bali,
yang saat ini masih digunak-
an sebagai areal Balai Benih
Gerokgak..“Lahan Pemprov
Bali di Desa Patas ini sudah
mendapat persetujuan dari
Gubernur (Wayan Koster) un-
tuk pembangunan Irradiator
Gamma,” ungkap Made Sumi-
arta di Singaraja, Minggu (7/4).

Desa Partas sendiri dipi-
lih sebagai lokasi proyek Ir-
radiasi Gamma, karena desa
yang berada di Buleleng Barat
tersebut sudah dirancang Bu-
pati Putu Agus Suradnyana
untuk dikembangkan menjadi
kawasan terpadu. Selain itu,
Desa Patas juga dekat dengan
Pelabuhan Celukan Bawang
di Desa Celukan Bawang, Ke-
camatan Gerokgak, hingga
memudahkan akses peneri-

maan dan pengiriman hasil*

pengawetan.

Made Sumiarta berharap
rencana proyek Irradiator
Gamma ini sudah direalisasi-

Plt Kadis Pertanian Bulelena, Made Sumiarta.

kan tahun 2020 mendatang.
Irradiator Gamma ini meru-
pakan proyek besar untuk
mengangkat hasil pertanian,
peternakan, dan olaharan pan-
gan di Buleleng, untuk Ji)ko-
mersialkan.

Menurut Sumiarta, proses
pengawetan yang masuk ke
gudang Irradiator Gamma di-
pastikan akan berjumlah besar,
Takmenutup kemungkinan buah,
sayur, gading, dan bahan olahan
lainnya dariluar Bali dapat masuk
dan diawetkan dengan proses
penyinaran alat di Irradiator
Gamma, sehingga bisa tahan
lebih lama sekitar 2-3 bulan.

“Proyek Irradiator Gamma
ini skupnya besar. Tidak hanya
Bali, tetapi buah dan produk
pertanian, daging, dan olahan
dari Jawa Timur, NTB, dan
NTT bisa masuk ke sini. Di
Indonesia saat ini baru ada
dua, masing-masing di Serpong
(Jawa Barat) dan Jogjakarta “
papar Sumiarta.

Disebutkan, Irradiator
Gamma di Buleleng nantinya
akan dikelola oleh Perusahaan
Daerah (Perusda), sehingga
pemanfaatkan industri terse-
but dapat bekerjasama de-
ngan petani dan perusahan-

dapatkan persetujuan pusat.

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

perusahan yang bergerak di
bidangnya.

Sementara itu, Pemprov
Bali juga mendukung penuh
proyek Irradiator Gamma di
Desa Patas ini. Pemprov Bali
tengah memikirkan skema
pembiayaan pembangunan
Irradiasi Gamma yang menca-
pai Rp 156 miliar tersebu.

Dukungan Pemprov Bali
terhadap rencana Pemkab
Buleleng membangun Irradia-
tor Gamma tersebut disam-

paikan Gubernur Koster saat

bertatap muka dengan seluruh
komponen masyarakat Bule-
leng di Gedung Kesenian Gde
Manik, Jalan Udayana Singa-
raja, 17 Maret 2019 lalu, yang
dihadiri langsung perangkat
desa adat dan para Perbekel
se-Buleleng, serta perwakilan
guru dan tokoh masyarakat.
Gubernur Koster mem-
perkirakan pembangunan Irra-
diator Gamma menghabiskan
dana sebesar Rp 156 miliar.
Irradiator Gamma tersebut
ditargetkan sudah dibangun
paling lambat tahun 2020
mendatang. "Sekarang saya
sedang pikirkan skema pem-
biayaannya. Tapi, dari Pemkab
Buleleng sudah mengusulkan

pembangunan Irrs
- karena dapat meningk

-

dana ke Kementerian Perta-
nian. Saya rasa kalau dananya
sebesar Rp 156 miliar, pasti
ada jalan keluarnya. Sedang
saya pikirkan ini untuk kepent-
ingan petanian di Bali,” tandas
Koster dalam simakrama yang
dihadiri pula Bupati Buleleng
Putu Agus Suradnyana saat itu.

Menurut Koster,qu;

Gmma térSebgt £angos

kualitas hasil pertanian di Bali.
Apalagi, kini seluruh hote
Bali diwajibkan menyajikan
buah-buahan hasil pertanian.
lokal Bali. '
Sedangkan Bupati Agus

Suradnyana menyatakan ham-
pir 70 persen hasil pertanian
berupa buah-buahan di Bali

*berasal dari Buleleng. Kare-
~ nanya, keberadaan Irraditor

Gamma tersebut dapat meng-
gairahkan sektor pertanian di
Buleleng dan Bali umumnya.
“Dengan alat Irraditor Gamma
ini, buah mangga akan mampu
bertahan selama 3 bulan. Jam-
bu kristal kalau masuk hotel
ada bintik lalatnya, tamu tidak
akan mau memakan. Tapi,
dengan alat ini, semua akan
hilang,” katanya. & k23
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Radar Bali

mengikuti

Y

Tt 26 Materi,
Semua Siap Tempur

DENPASAR - Dana Pesta Kesenian

Bali (PKB) di jaman premenmahan Gu-

Qerlﬂn‘ Wayan Koster sepertinya berat

1/ ';_ ota. Buk;inya,. dana

. pasar, IGN Bagus Matamm saat dxkon— ;
firmasi, Minggu (774) mengungkap-

kan, total anggaran PKB ke-41 untuk
Denpasar mencapai Rp 3,5 miliar. “Ya,
kalau nggaran secara keseluruhan lebih
kurang Rp 3,5 miliar,” kata Mataram.
Lanjutnya, Denpasar mengikuti 26 ma-
teri yang diwajibkan Dinas Kebudayaan
Provinsi Bali selaku panitia penyelang— _
gara PKB. “ Denpasar sendiri sangat
siap menyambut gelaran seni tahunan
di Bali ini," ucapnya.

Denp&sa&gga sudab saﬁgm smﬁ.
mulai dari penunjukan

%p, pamei'an dan sarasehan “Gelar-
an PKB ini agar dimanfaatkan oleh

duta serta finalisasi materi yang akan
dibawakan. * Kami telah siap mengi-
kuti seluruh materi yang diberikan
provinsi, sebanyak 26 materi dengan
melibatkan 2.500 sampai 3000 seni-

man. Secara umum sudah siap berla-
~ga," kata Mataram. T

Materi yang dimaksud Mataram itu
terbagi dalam beberapa jenis yakni
pawai, parade, lomba, pagelaran, work-

insan seni Kota Denpasar sebagai ajang
apresiasi seni dan kebudayaan Bali,
sehingga ke depan seni, budaya serta
kearifan lokal Bali dapat tetap ajeg dan
lestari dengan tetap berpedoman pada
pakem-pakem seni itu sendiri,” katanya.

Untuk diketahui PKB ke-XLI (41) Tahun
2019 ini mengangkat tema pokok Bayu
Pramana yang mangandung makna
memuliakan sumber daya angin. (feb/dit)

: Genin, § Pprl, 2019
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Lima Perempuan Mantan

Kolektor Ditahan

Denpasar (Bali Post) -

Setelah menuntaskan
kasus mantan Kepala LPD
Desa Kapal Drs. I Made
Ladra (53) dengan pidana
penjara selama tiga tahun
enam bulan (3,5 tahun) dan
~mengembalikan uang Rp
1.796.916.100, Kejati Bali
terus mengembangkan ka-
susnya untuk menelusuri
nama-nama lain yang ter-
libat. Bahkan, Jumat (5/4)
‘kemarin, tim Pidsus Kejati
Bali menahan lima orang
perempuan yang statusnya
saat itu sebagai kolektor di
LPD Kapal.

Pertama Ni Kadek Ratna
Ningsih (38) asal Banjar

Tegal, Kelurahan Kapal,

Badung. Dia adalah kolektor
(kini mantan) LPD Kapal.
Kedua adalah Ni Wayan
Suardiani (36) asal Banjar
Panglan. Kapal, yang saat
ebagai pegawai kontrak
iR Ba%gl dan&lsebek
umnya juga kole LPD
Desa Adat Kapal. Ketiga Ni
Made Ayu Ardianti (42) asal
Banjar Titih, Kapal. Dia
uga mantan kolektor di LPD
}.)esa Adat Kapal.
Lalu Ni Nyoman Sudiasih
(36) asal Banjar Lagon, Ka-
pal Wamta tamatan SMK

ini juga kolektor di LPD
Desa Adat Kapal. Dan tera-
khir adalah Ni Luh Rai Kris-
tianti (50) asal Lingkungan
Banjar Celuk, Kapal, yang
juga mantan kolektor di LPD
Desa Adat Kapal.
Kasipenkum dan Humas
Kejati Bali Edwin Beslar
didampingi salah satu tim
Pidsus Kejati Bali Wayan
Suardi membenarkan pi-
haknya menahan lima orang
tersangka terkait dugaan
korupsi di LPD Desa Adat
Kapal. “Ya, sudah dilakukan
tahap II di Kejari Badung.
Dan mereka langsung kami

tahan dan titipkan di Lapas.

Kerobokan,” kata pihak
kejaksaan. Memang, sebe-
cl‘;ml: mereka ditahan,Kdﬂlu{n
a waaa mantan ala
LPD Desa Kapal Drs. foﬁade
Ladra, nama kolektor ini
semuanya mengemuka.
Sebagaimana disampai-
kan sebelumnya di Pen-
‘gadilan Tipikor, dugaan
‘keterlibatan lima orang

Eerempuan kolektor ini ter-

uak manakala LPD Desa
Adat Kapal, Badung mati
sun Untuk itu dilakukan
si hingga dibentuk
konquitan publik dan di-
lakukan audlt Dari sana

-

disimpulkan ada 11 temuan
prinsip yang menyebabkan

- LPD Kapal mati suri.

Pertama, adanya pemu-
fakatan jahat pengurus LPD
Kapal hingga menikmati
fasilitas kredit dalam jum-
lah yang besar. Banyak
kredit LPD yang jatuh tem-
po, namun tidak dilakukan
upaya penyelamatan. Ad-
anya rekayasa pemberian
kredit (window dressing)
kepada mantan kolektor
LPD atas nama Ni Luh Rai
Kristianti Rp 8,5 miliar
dengan bunga 1%. Adanya
kredit topengan, atau kredit

‘atas nama (fiktif)

Selain itu, ada kredit
tempilan, pemberikan kredit
tanpa proses 5C, adanya

pemalsuan dokumen gaji

pegawai, adanya aset di-
nga alih atau digadaikan,
terjadi potongan uang asur-
ansi, adanya kebijakan yang
merugikan LPD, beban kan-

‘tor dan lainnya termasuk

terdakwa Ladra dengan
menggunakan programer
atas nama Martinus Baha
mengubah data di LPD yang
dipimpinnya. Tak pelak,
sambung ]aksa, LPD rugi
hingga Rp 15,35 mlhar
(kmb37)
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Lima KOlEktOr LPD
apal Ditahan

% Semua

nya Wanita, Ikut Terlibat
Korupsi

kuman 3,5 tahun penjara dan
-mengembalikan kerugian
negara Rp 1,7 miliar, kasus
korupsi yang menyeret man-

tan Kepala LPD Kapal, Meng- -

wi, Badung kembali bergulir.
Kali ini, Kejati Bali kembali
melakukan penahanan ter-
hadap lima kolektor yang
semua wanita yang diduga
ikut menilep sejumlah uang
milik Lembaga Perkreditan
Desa (LPD) Desa Adat Kapal,
Mengwi, Badung senilai lebih
dari Rp 15 miliar.

Lima kolektor yang di-
‘tahan, yaitu Ni Kadek Ratna
Ningsih, 38 asal Banjar Tegal,
Kelurahan Kapal, Badung,
Ni Wayan Suardiani, 36 asal

Banjar Penaglan, Kapal (saat

ini sebagai pegawai kontrak
di RSUD Badung, Ni Made Ayu
Ardianti, 42 Banjar Titih, Ka-
pal, Ni Nyoman Sudiasih, 36,
Banjar Lagon, Kapal, Ni Luh
Rai Kristianti, 50 asal Ling-
kungan Banjar Celuk, Kapal.
“Semuanya merupakan man-
tan kolektor di LPD Kapal,’

tegas Kasipenkum dan Humas

Kejati Bali, Edwin Beslar di-
dampingi jaksa Wayan Suardi,
Jumat (5/4).

Penahanan ini disebut-

- kan setelah jaksa menerima

pelimpahan tahap Il terkait
kasus dugaan korupsi di
LPD Kapal. Selanjutnya, ke-
lima tersangka ini langsung
dibawa ke Lapas Kelas IIA
Kerobokan, Kuta Utara Ba-

dung untuk menjalani pe-
nahanan sambil menunggu
jadwal sidang di Pengadilan
Tipikor Denpasar.

Dijelaskan, dalam sidang
dengan terdakwa mantan Ke-
pala LPD Kapal, | Made Ladra,
keterlibatan kelima kolektor
mulai terkuak. Dugaan ket-
erlibatan lima orang perem-
puan kolektor ini terkuak
saat LPD Desa Adat Kapal,
Badung, mati suri. Sehingga
dilakukan verifikasi, hingga
dibentuk konsultan publik
dan dilakukan audit.

Dalam audit ditemukan
yang menjadi tanggungan
kolektor Ni Kadek Ratnan-
ingsih antara lain temuan
dana nasabah yang dipakai

Rp 15M

Luh Rai Kristianti sejumlah
Rp 1,82 miliar dan tabungan
sukarela nasabah yang ditarik
milik I Made Sama sebesar
Rp 378 juta dan dikemba-
likkan Rp 404 juta. Namun
pengembalian menggunakan
tabungan fiktif. "Sehingga to-
tal yang menjadi tanggungan
Ni Kadek Ratnaningsih sebe-
sar Rp 2,22 miliar,” ujar Ed-
win. Selain itu yang menjadi
tanggung jawab kolektor Ni
Nyoman Sudiasih terkait dana
tabungan nasabah sebesar Rp
400 juta. Yang menjadi tang-
gungan Wayan Suardani Rp
246,3 juta, dan tanggungan Ni
Made Ayu Arsianti sebesar Rp
272,8 juta.

Seperti diketahui dugaan

keterlibatan lima orang
perempuan kolektor ini ter-
kuak saat LPD Desa Adat
Kapal mati suri. Sehingga
dilakukan verifikasi, hingga
dibentuk konsultan publik
dan dilakukan audit. Dari
sana disimpulkan ada 11
temuan prinsip yang menye-

‘babkan LPD Kapal mati suri.

Pertama adanya pemufak-
atan jahat pengurus LPD Ka-
pal hingga menikmati fasilitas
kredit dalam jumlah yang be-
sar. Banyak kredit LPD yang
jatuh tempo, namun tidak di-
lakukan upaya penyelamatan.
Adanya rekayasa pemberian
kredit (window dressing)
kepada mantan kolektor LPD
atas nama Ni Luh Rai Kris-

tianti Rp 8,5 miliar dengan
bunga 1%.

Adanya kredit topengan,
atau kredit atas nama (fiktif).
Selain itu ada kredit tempilan,
pemberikan kredit tanpa
proses 5C, adanya pemal-
suan dokumen gaji pegawai,
adanya aset diambil alih atau
digadikan, terjadi potongan
uang asuransi, adanya kebi-
jakan yang merugikan LPD,
beban kantor dan lainnya,
termasuk terdakwa Ladra
dengan menggunakan pro-
gramer atas nama Martinus
Baha mengubah data di LPD
yang dipimpinnya. HAsil au-
dit BPKP Wilayah Bali men-
emukan kerugian LPD Kapal
Rp 15,35 miliar: & rez

N
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Dengan tidak ada
kepastian itu, selain
akan mengundur
peremajaan pipa
juga berdampak
pada perbaikan
Jalan Nangka-
Antasura.

DENPASAR, NusaBali
Anggaran pipanisasi Jalan
Nangka - Antasura Denpas-

. ar yang diajukan ke Anggaran

Belum Jelas

Pendapatan Belanja Nasional
(APBN) sebesar Rp 9,2 miliar
oleh PDAM Kota Denpasar hing-
ga kini belum jelas realisasinya.
Sebab, dari kementerian hingga
saat ini belum berani memasti-
kan apakah anggaran pusat bisa
diprioritaskan ke penggantian
pipa atau tidak. Hal itu membuat
pihak PDAM kembali menunggu
keputusan pusat.

Padahal pengajuan anggaran
tersebut sudah dilakukan sejak
tahun 2017 untuk peremajaan
pipa sepanjang 5,6 kilometer. Pi-
pa-pipa tersebut membutuhkan
peremajaan karena umur pipa

sudah mencapai 50 tahun. Pada karana.bergelemb:tr:g.

i A

Dengan kondisi itu, pihaknya
berencana akan mengajukan
ke APBD dengan tambahan
anggaran yang dimiliki PDAM.
Kendati dipastikan tidak men-
cukupi untuk peremajaan selu-
ruh kebutuhan pipa, pihaknya
berharap sebelum ada realisasi
dari APBN, pipa yang dipri-
oritaskan harus diganti akan
didahulukan menggunakan
APBD. "Rencana kedua begitu
(mengajukan ke APBD), kalau
ada anggaran akan diajukan
tahun 2020 nanti. Walaupun
tidak mencukupi keseluruhan
paling tidak kita bisa lakukan
peremajaan seca - bertahap.

— e L. e

Kalau tidak begitu ya kami
terpaksa tetap menunggu dari
anggaran APBN," jelas Arsana.

Kata dia, saat ini pihaknya
menyarankan kepada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (PUPR) untuk melaku-
kan perbaikan jalan. Jika tidak
dilakukan saat ini, masyarakat
kembali akan protes karena
proses perbaikan jalan terlalu
lama dengan alasan PDAM. "Ya

karena belum ada realisasi, jadi

mau tidak mau PUPR kita sa-
rankan untuk perbaikan saja.
Kalau menunggu peremajaan
kami gak tau kapan terealisasi,”

jimbuhnya. & mis | 3

- Peremajaan Pipanisasi Jalan Nanaka-Antasura

garan dar

hal, harusnya peremajaan pipa
dilakukan maksimal 30 tahun.
Hal itu membuat kekhawatiran
PDAM karena dengan umur pipa
yang sudah tua memungkinkan
kebocoran akan sering terjadi.
Direktur Utama PDAM Kota
Denpasar, IB Arsana saat dikon-
firmasi, Jumat (6/4) mengaku,
hingga saat ini dari pusat sama
sekali belum bisa memastikan
realisasi anggaran itu. Dengan ti-
-dak ada kepastian itu, selainakan
mengundur peremajaan pipa
juga berdampak pada perbaikan
Jalan Nangka-Antasura yang
selamra ini dikeluhkan warga

i,

: {apwt, b Do\ 2019
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Bali Post

I e R R W T TR PRI P 1

Atas Kenaikan Ta

rif P

3B P2

- Singaraja (Bali Post) - : , ; “dn
Adanya kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
Perkotaan (PBB P2) itu memicu keberatan para Wajib Pajak (WP)
di Buleleng. Ini karena dampak penyesuaian tarif yang mulai ber-
laku 2019 itu, membuat kewajiban WP jadi membengkak diband-

“Nanti akan a__-'éii;fenetapan pimpi-l
nan di daerah. Yang pasti keberatan
1 akan "ber 'HE_—- iz Ikan

ingkan tahun sebelumnya.

Daerah (BKD) Buleleng mempersi-
lakan WP melaporkan keberatannya.
Kalau keberatan WP itu masuk akal,
maka pihak BKD dipastikan akan
pengurangan PBB P2 sampai seten-
gah dari total tagihan pajak itu.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKD
Buleleng Gede Suyasa, Minggu (7/4),
kemarin ‘mengatakan, setelah Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang
(SPPT) dicetak dan didistribusikan.
Sejauh ini BKD sudah menyosialisa-
sikan kepada WP untuk mencermati
dokumen pajak yang diterima. Dari
cara itu WP memandang nilai paja-
knya tidak masuk akal. Nilai kenai-
kannya benar-benar memberatkan.
WP kami persilakan mengajukan
keberatan ditujukan kepada BKD,”
pinta Gede Suyasa. ' !
Namun sejauh ini, memang pihak

dengan kenaikan tarif PBB P2 itu.

T g AN ey —_

‘Atas kondisi ini, Badan Keuangan -

Behkan keberatan itu mulai dikaji

tim dan dilapo
“Setelah saya ditugas

R czan kepada Bupati
Buleleng Putu Agus Suradny.

ana.
kan di BKD,

WP relatif banyak yang keberatan

Senin (8/4) hari ini kami akan meng-
kaji keberatan WP terhadap kenaikan
PBB P2. Saya masih mempelajari
karena ini dilaksanakan oleh pejabat
sebelumnya,” katanya.

Birokrat asal Desa/Kecamatan
Tejakula itu menambahkan, kajian
atas keberatan itu akan dilaporkan
kepada Bupati. Kalau berdasarkan
perhitungan teknis @pgexnmbangan
penting, Bupati bisa saja memberikan
pengurangan pajak. Tentu saja, kepu-
tusan pimpinan berdasarkan grade
yang sudah ditentukan. Sehingga
dari keberatan yang diajukan akan
ditindaklanjuti. Selain masalah teknis
penghitungan, bisa saja pengurangan
pajak itu diberikan dengan pertim

ewajibanya.

g

e

uan WP melunasic

grade masing-masing dan juga per-
timbangan teknis lainnya,” jelasnya.
*  Seperti diberitakan sebelumnya,
tahun 2018 lalu rintah meny-

P2 itudihitung berdasarkan zona dan
perkembangan harga tanah terbaru.
Dari sekian banyak zona, penghitun-
gan nilai pajak berdasarkan zona
objek pajak di jalan protokol, jalan
desa, kawasan pariwisata, dan masih
banyak zena lainnya. 3

Menyusul penyempurnaan itu,
SPPT tahun 2019 sudah dicetak.
Bahkan sudah didistribusikan kepada
para WP di Bali Utara. Hasilnya, WP
mulai mengajukan keberatan ter-
hadap penetapan PBB P2 yang telah
disepurnakan itu. Ini karena, perkem-
bangan harga tanah menyebabkan
)aja yﬁmﬂ} dilunasi jadi nilainya
‘bertambah, dibandingkan beberapa
“tahun sebelumnya. (kmb38)

-
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Program Internet Desa Gratis

Dlanggarkan Rp 2,1 Miliar

ol s

Drs. Made Agus Harta Wiguna

~ Koster menerangkan, p

Tabanan (Bali Post) -

Pemprov Bali berencana memasang '
jaringan internet (wifi) di seluruh desa
adat, puskesmas dan objek wisata yang |

dananya bersumber dari BKK 2019,
Dari sembilan kabupaten/kota di Bali,
Kabupaten Tabanan mendapatkan ang-

garan paling banyak yakni Rp 2,1 miliar

lebih. Anggaran tersebut rencananya
digunakan untuk program mternet gratis
di 393 titik.

Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten
Tabanan Drs. Made Agus Harta Wiguna

* menyampaikan, dana dari provinsi di-

manfaatkan untuk menyewa bandwith
untuk meng-cover seluruh 349 desa pak-
raman, 20 puskesmas dan 10 objek wisata
di Tabanan. “Ada juknis yang mengatur
hal itu dan sudah ditentukan lokasinya
sebanyak 393 di seluruh Tabanan,” ung-
kap Agus, Minggu (7/4) kemarin.
Program ini akan segera direalisasi-

kan. Salah satunya demgan pemilihan

peny melalui e-katalog. SEmentara
untuk keberlanjutan program ini, Pem-
kab Tabanan telah mengunsulkan BKK
provinsi untuk tahun anggaran 2020.
Sebelumnya, Gubernyr Bali Wayan
asangan wifi
gratis nantinya aldan dikemas dalam
satu aplikagi Bali Smart Island. Tahap
pertama menyasar desa adat, destinasi
wisata, dan puskesmas. Selan]utnya akan
menyasar sekolah, kampus, permukiman
padat dan sehagamya. 8)

==
——m !
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QTribun-Bali

SEMARAPURA,TRIBUN
BALIL- Ketut Sumerta (50)
sedﬂ% melabuhkan sam-

" la berharap pemerintah

tanggul sebelumnya. Tapi
rusak. Semoga yang rusak
ini bisa dibangun kembali.”

Nyoman Susanta menjelas-

dengan anggaran sekitar Rp
500 juta. Terlebih Bupati
Suwirta memiliki rencana

bisa mencapai Rp 20 juta,”

ungkap Nyoman Susanta.
Berdasarkan data terakhir

‘pannya di pesisir Pulau Ce- jelasnya. untuk melakukan penataan Dinas PU Klungkung, saat
ningan, Minggu (7/4). Seje- Pemkab Klungkung me- terhadap pesisir di sekitar ini pesisir Klungkung yang
nak kemudian warga asal mang telah mem- Jembatan Kuning yang te- rawan abrasi panjangnya
Ceningan itu lantas duduk di  bangun tanggul untuk meng- lah menjadi ikon Pulau Lem-  sekitar 25,77 km. Dari jum-
pesisir pantai berpasir putih antisipasi abrasi di pesisir in-Ceningan. lah itu, ada sekitar 13,523
| di sekitar Jembatan Kuning. tepatnya di pesisir  “Semoga tahun 2020 tang-  kilometer yang telah berhasil
la sempat menunjukkan run-  sekitar Jembatan Kuning, gul ini bisa terealisasi. Pem- ditangani. Sementara sisa-
tuhan tanggul yang roboh.  Jika tanggul tidak kunjung buatan tanggul memang nya sekitar 12,247 kilometer
“Informasinya pesisir ini dikhawatirkan air membutuhkan dana yang garis pantai rawan abrasi di
mau dibangun tanggul oleh laut akan mengikis pesisir tidak sedikit. Per meternya, Kabupaten Klungkung akan
| |per tah, tapi belum tere- pantai berpasir putih ini. [T — = R I
F ' . ujarnya.. Plt Kadis PU Klungkung, ditangani secara bertahap.

Sekitar 6,5 kilometer pesi-

dapat segera membangun kan, perencanaan untuk sir abrasi ada di Klungkung |
I ‘tanggul di loKasi itu agar pe- pembuatan tanggul tersebut daratan dan sekitar 5,75 ki-
sisir tidak kunjung tergerus telah dibuat tahun 2017 si- lometer ada di Nusa Penida.

" abrasi. Terlebih pesisir di se- lam. Namun hingga saat ini “Tahun ini saja kami i
kitar Jembatan Kuning men- tanggul itu belum terealisasi menganggarkan penanganan
|| jadiakses penting bagi warga karena minimnya anggaran. abrasi sejumlah Rp 2 miliar
untuk melabuhkan jukung- ~ Tanggul di pesisir Pulau dan difokuskan di Banjar Ku-
jukung, termasuk boat kecil C ini rencananya di- tapang, Desa Batununggul.
%mya ini sudah ada bangun sepanjang 26 meter Kami perkirakan anggaran

itu dapat tertangani sekitar
100 meter,” ungkapnya. (mit)

Tidak Ada Anggaran Penanganan

—r——

rawan abrasi yang ada di Klungkung. I
“Kami tidak tahu apa penyebabnya. Untuk
target penanganan abrasi, tentu kami harus li-
hat renstra BWS Bali-Penida, karena menyang-
kut kewenangan. Tetapi kami juga memasang di I

renstra dinas tiap tahun 100 meter sampal ta-
tuk penanganan 12,247 kilometer garis pantal hun 2023,” ungkapnya. (mit)

PLT Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat
Klungkung, | Nyoman Susanta menjelaskan, ta-
hun 2019 ini tidak ada anggaran penangan-
an abrasi dari Balal Wilayah Sungai (BWS) Bali-
Penida.

Pihaknya telah mengajukan permohonan un-

[_Edisi . Cenn, 3, Berd, 109
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Radar Bali

mengikuti

Y

Tt 26 Materi,
Semua Siap Tempur

DENPASAR - Dana Pesta Kesenian

Bali (PKB) di jaman premenmahan Gu-

Qerlﬂn‘ Wayan Koster sepertinya berat

1/ ';_ ota. Buk;inya,. dana

. pasar, IGN Bagus Matamm saat dxkon— ;
firmasi, Minggu (774) mengungkap-

kan, total anggaran PKB ke-41 untuk
Denpasar mencapai Rp 3,5 miliar. “Ya,
kalau nggaran secara keseluruhan lebih
kurang Rp 3,5 miliar,” kata Mataram.
Lanjutnya, Denpasar mengikuti 26 ma-
teri yang diwajibkan Dinas Kebudayaan
Provinsi Bali selaku panitia penyelang— _
gara PKB. “ Denpasar sendiri sangat
siap menyambut gelaran seni tahunan
di Bali ini," ucapnya.

Denp&sa&gga sudab saﬁgm smﬁ.
mulai dari penunjukan

%p, pamei'an dan sarasehan “Gelar-
an PKB ini agar dimanfaatkan oleh

duta serta finalisasi materi yang akan
dibawakan. * Kami telah siap mengi-
kuti seluruh materi yang diberikan
provinsi, sebanyak 26 materi dengan
melibatkan 2.500 sampai 3000 seni-

man. Secara umum sudah siap berla-
~ga," kata Mataram. T

Materi yang dimaksud Mataram itu
terbagi dalam beberapa jenis yakni
pawai, parade, lomba, pagelaran, work-

insan seni Kota Denpasar sebagai ajang
apresiasi seni dan kebudayaan Bali,
sehingga ke depan seni, budaya serta
kearifan lokal Bali dapat tetap ajeg dan
lestari dengan tetap berpedoman pada
pakem-pakem seni itu sendiri,” katanya.

Untuk diketahui PKB ke-XLI (41) Tahun
2019 ini mengangkat tema pokok Bayu
Pramana yang mangandung makna
memuliakan sumber daya angin. (feb/dit)

: Genin, § Pprl, 2019
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NiisaBall

-

ramai-ramai membongkar plang
nama penginapan di Banjar Bi-
aslantang Kaler, Desa Purwak-
erti, Mmg@l (7/4] Tujuan pem-

1banguna ;embatanmeng
|| hub dari pusat Desa Pur-

1i ke Tukad Liki dan jalur
itu juga tembus ke Desa Labasari,
Kecamatan

dan lebar 1 meter, terlebih dahulu
krama Desa Purwakerthi meng-
gelar"pﬁmﬂml mmn

na mencolok ke alan raya.
F %mr knsepéfﬁtan itulah

Purwakerthi, | Nengah Karyawan.
Nengah Karyawan menam-
bahi ' priembet

Warga | _
camatan Abang. Karangasem

Abang. _
Sebelum membongkar plang
de tinggi sekitar 1,5 meter

Wargs DesaPumake;ﬂ'ni Kacamam Abang; Karangasem membongkar

‘plang penginapan, Mtnggu (7/4).

Bangun Jembatan, ¢
Bongkar Plang Pengmapan

®I5T

dikoordinasikan Bgmrbdm Desa

direalisadkan tahtm ang-
2019 dan dari APBD Ka-

ten Karangasem dengan

1 jmbalzn 12 meter dan

har 6 meter, Sehingga nantinya
-memudahkan warga melintas

~di Tukad Liki. Selama ini warga

melintas mesti menyusuri sungai
dengan adanya jembatan, tidak
akan pernah

khawatir walau di

~ musim hujan. Bangunan jem-

-

bamnherblayaRpZAmﬂm
Pembangunan itu satu paket

den@npmgaspalanjalan
Desa Purwakerthi ke Pantai

Amed. “Kami mengapresiasi du-
Mnganmasmakatmlm&l;
ca:anpembangtman

Edisi ngm 3 aPmL .amﬂ |

[ Hal ;&




Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

e

Edisi @ Genn, 8, Necd, W09




Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

e

Penyesuaian NJOP
Menuai Protes .

% Kenaikan PBB Dianggap Tinggi

Kenaikan diprotes
karena naik
berlipat-lipat. Dari
bayar Rp 300 ribu
menjadi Rp 1 juta.
Bahkan ada yang
dari Rp 3,8 juta
ditagih Rp 12 juta.

SINGARAJA, NusaBali

Penyesuaian nilai jual objek
pajak (NJOP) atas pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan
perkotaan (PBB P2), mulai
menuai protes. Pemilik tanah
selaku wajib pajak (WP) pun
telah melayangkan surat keber-
atan ke kantor Badan Keuangan
Daerah (BKD) di Jalan Ngurah
Rai Singaraja. -

Penyesuaian tarif NJOP
tersebut merupakan tindak-
lanjut dari perubahan Perda
Nomor 5 Tahun 2013, tentang
PBB P2. Dalam penyesuaian
itu, Pemkab Buleleng melalui
Badan Keuangan Daerah (BKD),
telah menyewa tim appraisal
menghitung perubahan tariff

- NJOP PBB P2. Kini, penyesuaian
tarif tersebut mulai diberlaku-
kan untuk PBB P2 tahun 2019.

g Data di BDK Buleleng me-

nyebut, jumlah SPPT yang di-

cetak di tahun 2019 sebanyak

178.000 lembar. Jumlah terse-

but telah didistribusikan ke
~masing-masing unit pelaksana

teknis (UPT) di masing-masing
kecamatan, untuk diteruskan ke
masing-masing WP. Nah sete-
lah SPPT tersebar, WP mulai
keberatan karena nilai pajak
yang ditanggung kenaikannya
cukup tinggi.

Seorang warga mengaku,
memiliki lahan seluas 1 hek-
tare, dulunya hanya bayar
pajak sebesar Rp 300.000,
tetapi sekarang naik sampai Rp
1.000.000. Bahkan ada yang du-
Iunya hanya membayar sebesar
Rp 3.800.000, kini harus mem-
bayar sebesar Rp 12.000.000.
“Kalau naik pasti naik, tetapi
kenaikanya sekarang sangat
banyak. Saya sudah layangkan
surat keberatan ke BKD," ung-
kapnya.

Sementara, Asisten Admin-
istrasi Umum Setda Kabupaten
Buleleng, Gede Suyasa selaku
Pelaksana Tugas (PIt) Kepala
BKD Buleleng Minggu (7/4),
tidak menampik sudah ada WP
yang mengajukan keberatan
terkait dengan pemberlakuan
tariff NJOP yang baru. Karena

itu, pihaknya akan mengkaji

kembali kenaikan tarif terse-
but. “Saya kan baru di BKD,

( jadi memang ada yang sudah
melayangkan keberatan. Besok
(Senin, hari ini,Red), kami akan
bahas dan mengkajinya,” ka-
tanya.

Menurut birokrat asal Desa/
Kecamatan Tejakula ini, masih
dimungkinkan adanya perbai-

‘kan tarif. Karena itu, terhadap
keberatan yang sudah masuk,
pihaknya akan mengevaluasi

kembali. Hasil evaluasi itu akan
disampaikan kepada Bupati un-
tuk dibuatkan ketetapan yang
baru. “Nanti akan ada peneta-
pan oleh pimpinan di daerah.
Yang pasti keberatan ini akan
ditindakanjuti berdasarkan
grade masing-masing, dan per-
timbangan teknis lain,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Bi-
dang (Kabid) Pendataan dan
Penetapan Pajak Daerah, BKD
Buleleng, Ni Nyoman Sukadani
menyatakan, penyesuaian tar-
iff NJOP itu akan berdampak
adanya kenaikan PBB P2. "Bagi
pemilik lahan hektaran, tentu
kenaikannya akan terasa, ka-
rena pengenaan tariff NJOP-nya
sudah berbeda. Tapi kalau yang
punya tanah misalnya 2 are,
paling kenaikannya hanya Rp
5.000," katanya.

Sukadani menyebut, pihakn-
yatetap memberikan kesempa-
tan kepada WP untuk mengaju-
kan keberatan terhadap peny-
ensuaian tariff PBB tahun ini.
Hanya saja, keberatan tersebut
diajukan sebelum SPPT jatuh
tempo tanggal 30 September
2019, maka keberatan atas ke-
naikan PBB tidak akan dilayani.
"Sekarang ini, kami kan sudah
mendistribusikan SPPT, nah
kalau memang nanti ada yang
keberatan silakan ajukan, jadi
kami berikan waktu sampai
6 bulan, Tetap kalau kebera-
tannya lewat dari tangal 30
September, kami tidak terima,
karena kami anggap tariff PBB
itu sudah dapat diterima,”
jelasnya. @& k19
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Rp 156 Miliar di Buleleng, Disetujui Pusat |

SINGARAJA, NusaBali ;

Tim Terpadu Kabupaten Buleleng sudah
mengirimkan proposal untuk pembangunan
Irradiator Gamma (perangkat untuk pengawet
dan menjaga kualitas hasil pertanian) ke pusat.
Proposal senilai Rp 156 miliar yang diajukan
ke Badan Perencananaan Pembangunan Nasi-
onal (Bappenas) ini pun telah disetujui pusat.

Tim Terpadu yang dikoordinasikan Badan
Perencanaan Pembanguna Daerah, Penelitian
dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Bule-
leng, bersama Dinas Pertanian Buleleng, Dinas
Perindustria & Perdagangan (Disperindag)
Buleleng, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas
Perikanan Buleleng, dan Dinas Lingkungan
Hidup Buleleng ini sudah sempat audiensi
dengan pejabat pusat. Menurut Plt Kadis
Pertanian Buleleng, | Made Sumiarta, rencana
pembangunan Irradiator Gamma sudah men-

® NUSABALULILIK SURYA ARIANI

SAM b
Nantinya, Irradiator Gamma
akan dibangun di atas lahan
seluas 22 haktera di Desa Pa-
tas, Kecamatan Gerokgak, Bu-
leleng. Lahan tersebut meru-
pakan milik Pemprov Bali,
yang saat ini masih digunak-
an sebagai areal Balai Benih
Gerokgak..“Lahan Pemprov
Bali di Desa Patas ini sudah
mendapat persetujuan dari
Gubernur (Wayan Koster) un-
tuk pembangunan Irradiator
Gamma,” ungkap Made Sumi-
arta di Singaraja, Minggu (7/4).

Desa Partas sendiri dipi-
lih sebagai lokasi proyek Ir-
radiasi Gamma, karena desa
yang berada di Buleleng Barat
tersebut sudah dirancang Bu-
pati Putu Agus Suradnyana
untuk dikembangkan menjadi
kawasan terpadu. Selain itu,
Desa Patas juga dekat dengan
Pelabuhan Celukan Bawang
di Desa Celukan Bawang, Ke-
camatan Gerokgak, hingga
memudahkan akses peneri-

maan dan pengiriman hasil*

pengawetan.

Made Sumiarta berharap
rencana proyek Irradiator
Gamma ini sudah direalisasi-

Plt Kadis Pertanian Bulelena, Made Sumiarta.

kan tahun 2020 mendatang.
Irradiator Gamma ini meru-
pakan proyek besar untuk
mengangkat hasil pertanian,
peternakan, dan olaharan pan-
gan di Buleleng, untuk Ji)ko-
mersialkan.

Menurut Sumiarta, proses
pengawetan yang masuk ke
gudang Irradiator Gamma di-
pastikan akan berjumlah besar,
Takmenutup kemungkinan buah,
sayur, gading, dan bahan olahan
lainnya dariluar Bali dapat masuk
dan diawetkan dengan proses
penyinaran alat di Irradiator
Gamma, sehingga bisa tahan
lebih lama sekitar 2-3 bulan.

“Proyek Irradiator Gamma
ini skupnya besar. Tidak hanya
Bali, tetapi buah dan produk
pertanian, daging, dan olahan
dari Jawa Timur, NTB, dan
NTT bisa masuk ke sini. Di
Indonesia saat ini baru ada
dua, masing-masing di Serpong
(Jawa Barat) dan Jogjakarta “
papar Sumiarta.

Disebutkan, Irradiator
Gamma di Buleleng nantinya
akan dikelola oleh Perusahaan
Daerah (Perusda), sehingga
pemanfaatkan industri terse-
but dapat bekerjasama de-
ngan petani dan perusahan-

dapatkan persetujuan pusat.

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

perusahan yang bergerak di
bidangnya.

Sementara itu, Pemprov
Bali juga mendukung penuh
proyek Irradiator Gamma di
Desa Patas ini. Pemprov Bali
tengah memikirkan skema
pembiayaan pembangunan
Irradiasi Gamma yang menca-
pai Rp 156 miliar tersebu.

Dukungan Pemprov Bali
terhadap rencana Pemkab
Buleleng membangun Irradia-
tor Gamma tersebut disam-

paikan Gubernur Koster saat

bertatap muka dengan seluruh
komponen masyarakat Bule-
leng di Gedung Kesenian Gde
Manik, Jalan Udayana Singa-
raja, 17 Maret 2019 lalu, yang
dihadiri langsung perangkat
desa adat dan para Perbekel
se-Buleleng, serta perwakilan
guru dan tokoh masyarakat.
Gubernur Koster mem-
perkirakan pembangunan Irra-
diator Gamma menghabiskan
dana sebesar Rp 156 miliar.
Irradiator Gamma tersebut
ditargetkan sudah dibangun
paling lambat tahun 2020
mendatang. "Sekarang saya
sedang pikirkan skema pem-
biayaannya. Tapi, dari Pemkab
Buleleng sudah mengusulkan

pembangunan Irrs
- karena dapat meningk

-

dana ke Kementerian Perta-
nian. Saya rasa kalau dananya
sebesar Rp 156 miliar, pasti
ada jalan keluarnya. Sedang
saya pikirkan ini untuk kepent-
ingan petanian di Bali,” tandas
Koster dalam simakrama yang
dihadiri pula Bupati Buleleng
Putu Agus Suradnyana saat itu.

Menurut Koster,qu;

Gmma térSebgt £angos

kualitas hasil pertanian di Bali.
Apalagi, kini seluruh hote
Bali diwajibkan menyajikan
buah-buahan hasil pertanian.
lokal Bali. '
Sedangkan Bupati Agus

Suradnyana menyatakan ham-
pir 70 persen hasil pertanian
berupa buah-buahan di Bali

*berasal dari Buleleng. Kare-
~ nanya, keberadaan Irraditor

Gamma tersebut dapat meng-
gairahkan sektor pertanian di
Buleleng dan Bali umumnya.
“Dengan alat Irraditor Gamma
ini, buah mangga akan mampu
bertahan selama 3 bulan. Jam-
bu kristal kalau masuk hotel
ada bintik lalatnya, tamu tidak
akan mau memakan. Tapi,
dengan alat ini, semua akan
hilang,” katanya. & k23
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' anggota t‘lewan j’ang a]tan '

Dlslapkan Uang
Jasa Pengabdlan

@011
Pemarlntah Kabupai?en

i masa pengabdian-
nya. Berdasarkan data dari
maw DPRD Bdai:lgalx,
anggaran yang p-
kol et e
terse
_Sekretaris DPRD Bangh
Anak Agng Panji Awata-
nin (8!4) kemam

‘diterima masing-
masing ang-
gota dewan,
dmasual-

Celasa, 3, foril 2019

4

Untukaxwmﬂewanyang
masa baktinya kurang

mentara untuk masa bakti

aampalhmatahun,mendapat-
asa pengabdian sebesar
5 bulanamu paling banyak 6

bulan uang representasi.
Disebutkannya, nilai uang
representatif anggota dewan

- berbeda-beda. Untuk Ketua,

nilai uang representatifnya

'.Rp 2.100.000, sementara

Wakil Ketua Bp 1.680.000.
Sedangkan anggota hanya
‘ielp 1.575.000. ‘;Jlka dihitung

ngan masa baktinya sam-
pai lima tahun, maka Ketua

Dewan akan menerima Rp

12.600.000, sementara Wakil

Ketua Rp IODGOOOOdanan,g .
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PENGADAAN pulu
mobil Expander dan sepeda
tor PCX di Kabupaten Gianyar,
menjadi pergunjingan di ma-
|| svarakat. Pengadaan 64 sepeda
motor PCX hitam dan 63 mobil
Expander hitam untuk perbekel
ini, dinilai jor-joran dan bukan
menjadi skala prioritas. Di ten-
gah bagi-bagi mobil dan motor,
Gianyar justru mendapatkan
Bantuan Keuangan Khusus
(BKK) dari Pemerintah Ka-
bupaten Badung. Bantuan ini *
me].lputl tujuh bidang; yaitu
pariwisata, kebudayaan, pendi-
dikan, pendapatan -asli daerah,
pertanian, teknologi informa- .
tika dan pekqmn umum (in-

Jupati Badung
Nyoman Gu}“?mta, Rabu
(3@'4) besok_.Bnatuan yang

Badung Putu Ngurah Thomas
Yuniarta membenarkan jika .
Bupati Badung mengagenda-
kan menyerahkan BKK untuk
Kabupaten Gianyar pada Rabu
(10!4} besok. “Ya, Rabu besok |
bapak rencananya menyerah-
kan bantuan BKK di Tampak-
siring, Gianyar. Kalau tidak
Rp 30 miliar,” ungkapnya.
 Ditanya apakah bantuan
yang diberikan tidak bertolak

belakang dengan keberadaan
Gianyar yang jor-joran membeli
mobil untuk perbekel, Ngurah
Thomas enggan menjawab.
. “Yang jelas Rabu diberikan

(bantuan BKK),” ucapnya sing-

Berita sebelumnya, Pemkab
' Badung dan Pemkab Gianyar
| telah menjalin kerja sama. Bu-
pati Badung Nyoman Giri Pras-

kerja sama ini adalah Undang-

kerja sama ini dalam rangka

ta mengatakan yang melandasi

undang tentang Pemerintahan
Daerah. Penandatanganan

meningkatkan koordinasi dan
komunikasi, demi te“"{"ﬁ‘,'j‘;“ya

layanan publik yang lebih op-
pegmg!, E:ﬁ'astruktur daerah

Bagikan 63 Mobil ke Perbekel
Tetap Minta BKK di Badung

yanglebih baik. Selain itu kerja
sama ini juga dimaksudkan un-
tuk lebih memantapkan hubun-
gan sinergis antardaerah,
menyerasikan pembangunan
daerah,. me

ghatkan pertukaran pengeta-
huan dan teknologi masing-

masing. "Maksud pelaksanaan

| kesepakatan bersama ini yaitu
- meningkatkan keterpaduan

pengelolaan berbagai program
tan pembangunan daerah |
dﬂl meningkatkan pelayan-
an masyarakat, perekonomian
daerah dan kesejahteraan ma-
syarakat.” ungkap Giri Prasta.
Peuandatauganan kese-
pakatan ini merupakan satu
bentuk penguatan komitmen
Pemerintah Kabupaten Ba-
dung dalam rangka ikut serta
menyukseskan tujuan
pembangunan nasional,
yvang bermuara pada
kesejahteraan ma-
syarakat. “Saya
berharap imple-
mentasi dari.

kesepakatan ini dapat saling
bersinergi denge::h, program-
rogram pemerintah, sehingga
gapat memberikan kontribusi
positif bagi pembangunan yang
dilaksanakan dalam rangka
memberikan jaminan kese-
jahteraan bagi m t-se-
cara optimal,” kata Giri Prasta.
Sebelumnya., BupauGlanyar
‘1 Made Agus Mahayastra juga

mengatakan bahwa dengan

adanya MoU dengan Badung,
minimal dapat merealisasikan
harapan masyarakat yang

segera ingin memiliki ja-
lan yang bagus,

banjar, pura, kese-

judkan

> -

tensi Qntardaerah serta menin-

hal tersebut diperlukan ino-
vasi, kerja keras untuk meng-
gali potensidana dari pajak dan
retribusi. “Ini menunjukkan
komitmen Bupati Badung bah-
Jwa tidak hanya membangun
Badung, beliau telah memikir-
kan Bali. Tentunya peluang ini
kami maksimalkan. Mudah-
. mudahan di 2019 nanti kita
bisa wujudkan,” jelasnya seraya
menambahkan, bantuan ini
-+ nantinya dalam bentuk Ban-
tuan Keuangan Khusus (BKK).
(kmb27)

Dana Desa Tak Boleh
untuk Beli Kendaraan

ANA Desa yang digelon- dalam Peraturan Menteri
torkan oleh pemerintah pusat Desa, yakni untuk peningka-
utamanya digunakan untuk tan pelayanan sosial dasar
infrastruktur dan pemberday- dan pemberdayaan ekonomi.
aan. Khusus infrastruktur, Untuk tahun 2019 ini sudah
yang dimaksud adalah in- disalurkan Dana Desa tahap

wantilan, balai

hatan, pendidikan |
yang bagus. Mewu-

Edisi
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frastruktur dasar dan infra-
struktur sosial dasar. Namun, |
masyarakat kerap salah men-
gartikan i
dengan membuat taman, da
patung, atau tugu memakai
Dana Desa.

Padahal yang dimaksud
infrastruktur dasar adalah in-
frastruktur yang dapat mem-

struktur dasar tharapksn cair Mei men-

pertama dengan alokasi 70
persen. Sementara tahap
kedua sedang berproses dan

Anggota Komisi I DPRD
'Bali I Nyoman Oka Antara
mengat.akan, Dana Desa mes-.

tinya dipakai untuk memper-

leepst pengentasan kemiski-

berikan pelayanan optimal nan. Salah satunya dengan

kepada masyarakat. Seperti
-pembangunan poliklinik, pas-

ar desa, dan jalan usaha tani.

Tujuannya untuk mendorong
pergerakan ekonomi di desa.

Selain itu, Dana Desa juga

. tidak boleh dipakai untuk

‘membeli kendaraan seperti
sepeda motor dan mobil.

_ Baru-baru ini beredar ka-
bar jika Dana Desa di Gianyar
justru dipakai untuk membeli
mobil operasional bagi para
kepala desa. Ketika ditan-
vakan mengenai hal ini, Senin
(8/4) kemarin, Plt. Kepala
Dinas Pemberdayaan Ma-
syarakat dan Desa Provinsi
Bali Ketut Lihadnyana mem-
bantah kabar tersebut. “Itu

bukan Dana Desa dipakai, itu leh,

adalah 10 persen pajak retri-
busi daerah. Untuk urusan
itu, diatur melalui peraturan
bupati masing-masing,”
ujarnya.

Penggunaan Dana Desa
vang dialokasikan dari APBN,

lanjut Lihadnyana, diatur

- membangun infrastruktur se-

cara bergilir di desa. "Jangan
sampai itu yang melanggar
karena Dana Desa ini tang-
gung jawabnya berat juga.
Sudah banyak yang kena, biar
lebih berg‘atl hati. Kepala
desa tidak boleh | mementing-
kan diri sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya. anggota
Komisi XI DPR-RI I Gusti
Agung Rai Wirajaya mengaku
sudah sering mengingatkan
kepala desa di seluruh Bali
terkait pemeriksaan Dana
Desa oleh BPK-RI. “Saya
dengar ada selentinganDana
Desa digunakan untuk mem-
beli kendaraan sepeda motor
maupun mobil. Ini tidak bo-
ini benar-benar melang-
gar. Saya katakan sekarang
tolong itu jangan dilakukan
untuk kepala desa di seluruh
Bali. Kalau itu dilakukan,
saya mohon maaf, anda siap-
siap masuk ke dalam sebuah
pelanggaran,” ujar politisi
PDI-P ini. (kmb32)
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Anggaran
Renovasi Rp 1 Miliar

Bangli (Bali Post) - ; st i :
Sejumlah bagian bangunan Pasar Seni Geopark, Kintamani mulai mengalami
kerusakan. Salah satunya pada bagian plafon di lantai atas. Untuk memperbaiki

kerusakan pada bangunan pasar tersebut, Disperindag Kabupaten Bangli telah
menyiapkan anggaran Rp 1 miliar. :

Berdasarkan pantauan,
~ kerusakan terjadi pada pla-
fon lantai tiga pasar Seni
Geopark khususnya pada
ruangan di sisi utara yang
pernah ditempati sebagai
kantor Disparbud. Beberapa
titik plafon tampak jebol. Lis
plafonnya juga sudah banyak
yang berjatuhan. Sementara
material plafon yang jebol
berserakan di lantai.

Pasar yang rampung
dibangun pemerintah tahun
2014 lalu itu menelan ang-

aran miliaran rupiah. Se-

in mengalami kerusakan,
lantai serta dinding bangu-
nan pasar yang dibiarkan
kosong bertahun-tahun itu
juga tampak sangat kotor.

Dikonfirmasi terkait hal

itu, Kepala Dinas Perindus-

trian dan Perdagangan (Dis-

perindag) Kabupaten Ban-
gli Nengah Sudibya tak me-
nampik adanya kerusakan
pada bagian plafon pasar
Seni Geopark. Menurutnya,
kerusakan itu terjadi karena
pengaruh usia bangunan
yang sudah beberapa tahun
dan cuaca daerah setempat
yang dingin.
Dikatakannya bahwa

T telah merencanakan reno-
vasi di pasar itu. Untuk
merenovasinya, Disperindag

- Bangli telah menyiapkan
‘anggaran Rp 1 miliar yang
bersumber dari dana alokasi
khusus (DAK) dari Kement-
-erian Perindustrian.

Selain merenovasi be-
berapa bagian yang rusak
seperti plafon termasuk
toilet, Sudibya mengatakan,

‘akan melakukan penataan
interior. Sesuai perenca-
naan, Pasar Seni Geopark
tersebut nantinya akan dija-
dikan sebagai pusat promosi

pada tahun ini pihaknya

penataan pasar seni
itu kita gunakan jasa
konsultan perenca-
naan. Bagaimana pe-
nataannya, penem- .
patan produknya,” .
terangnya. Nanti-
nya setelah selesai -
direnovasi, penge-
lolaan Pasar Seni
yang berlokasi

di Penelokan .
itu rencananya
akan diserah-
kan ke Badan
Pengelola
Pariwisata.

i barang kerajinan. “Untuk (kmb40) =
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KETUA DPRD Badung
Putu Parwata terus me-
nepati janjinya dalam mere-
alisasikan pembangunan
ekonomi kerakyatan di Ka-
bupaten Badung. Politisi
asal Dalung, Kuta Utara
tersebut Senin (8/4) kemarin
kembali menggelontorkan
dana motivasi untuk usaha
mikro, kecil dan menengah
(UMKM) bagi masyarakat
Badung. Ada dua warga
yang dibantu dana motivasi
penguatan UMKM terse-
but, mereka adalah Ni Luh

MODAL USAHA -
Ketua DPRD Badung
Putu Parwata mem-
berikan dana pen-
guatan modal

untuk dua warga
asal Dalung, bertem-~
pat di gedung DPRD
Badung, Senin (8/4)
kemarin.

T,

i

L]

Nariati dan Ni Ketut Ad-
nyani.

Putu Parwata men-
gatakan, pemberdayaan

-masyarakat melalui pen-

guatan modal UMKM ini
adalah bagian terpenting
dalam menjaga stabilitas
perekonomian kabupat-
en. “Kegiatan ini adalah
peran pemerintah dalam
meningkatkan masyarakat
berusaha untuk berdaya
saing. Pemberian penguatan
modal ini juga menghindari
para pengusaha kecil ini
meminjam dana dari rent-
enir dan mereka pun tidak
terlilit utang oleh rentenir,”
ujarnya.

Lebih lanjut alumni Pro-
gram Doktor Ekonomi Pem-

bangunan Unud ini juga *

mengatakan, nanti untuk
periode keempat pihaknya
akan memberikan lagi ban-
tuan untuk warung serta
industri rumahan untuk 15

Ketua DPRD Badung Berikan

Bantuan Modal UMKM

orang. “Merupakan salah -
satu kiat untuk menekan
jumlah kemiskinan. Jika
kesempatan berusaha ada,
tentu saja masyarakat me-
miliki pendapatan untuk
menjalani hidup,” papar
Sekretaris DPC PDI Per-
juangan Badung tersebut.

Selain lewat dana moti- «

vasi yang bersumber dari
dana operasional Ketua
DPRD Badung, tegasnya,
bantuan permodalan juga
dapat diperoleh dari hibah,

corporate social responsi- ..sil
‘Badung Putu Parwata yang

bility (CSR) serta program -
yang disusun di organisasi
perangkat daerah. Selain
itu, Pemkab Badung masih
bisa memberikan rekomen-
dasi bagi pelaku UMKM
untuk memperoleh Kredit
Usaha Rakyat (KUR) yang
disalurkan BPD Bali dengan
bunga hanya tujuh persen.
“Khusus KUR hingga Rp=

25 juta, tidak kena syarat

]

=

agunan,”’ tegasnya.
Pihaknya bisa mem-
berikan rekomendasi, kata
Parwata, karéna Pemkab
Badung merupakan peme-
gang saham tertinggi di
BPD Bali. Karena itu, tak
ada alasan BPD tak mau-
menyalurkan KUR kepada
UMEKM di Badung.
Sementara salah satu pe-
nerima bantuan penguatan
modal dari Ketua DPRD
Badung, Ni Luh Nariati
mqiampﬁikan terima ka-
st kepada Ketua DPRD

sangat memperhatikan para
pengusaha kecil seperti dir-
inya. “Bantuan ini nantinya
‘saya gunakan untuk me-
nambah usaha yang sedang
digeluti saat ini. Mudah-

- mudahan bantuan ini bisa
“terus berlanjut dan menam-

bah motivasi masyarakat
untuk membangun usah-
anya,” ungkapnya. (ad323)

9. Apci\, 2019
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. USAI pemugaran dan
. pembangunan beberapa pal-
: inggih di Pura Ulun Desa,
“ Banjar Adat Telengis, Desa
- Bengkel, Kecamatan Kediri,
_Tabanan, dilaksanakan
“ upacara Ngenteg Linggih.

Acara dihadiri Wakil Gu-
bernur Bali Tjokorda Oka
Artha Ardhana Sukawati,
Wakil Bupati Badung I
. Ketut Suiasa, Wakil Bupati

~ Tabanan I Komang San-

: jaya, para tokoh adat dan

1 serta krama dan pangemong

“ pura tersebut, Senin (8/4)
kemarin.

- Ketua Panitia Pembangu-
nan [ Wayan Kandri men-
gatakan, pihaknya atas

. nama masyarakat Desa
Bengkel mengucapkan teri-

-ma kasih, di antaranya
kepada Pemerintah Provinsi
Bali, Pemerintah Kabu-
paten Badung, Pemerintah

Bali

* masyarakat Desa Bengkel,

Post

Kabupaten Tabanan dan
para donatur yang telah ikh-
las memberikan bantuan.
Berkat dukungan berbagai
pihak, pembangunan Pura
Ulun Desa yani diempon
60 KK tersebut bisa terse-
lesaikan. :
Dituturkan Kandri, pem-
bangunan pura berdasarkan

" rembuk krama, karena jum-

lah pangemong kian bert-
ambah. Perluasan diawali
dengan membeli 2 hektar
tanah di lokasi pura terse-
but seharga Rp 130 juta.
Sementara membangun
palinggih menghabiskan Rp
900 juta. “Untuk pemban-
gunan dan penataan pura,
kami mendapatkan bantuan
dari Pemerintah Provinsi
Bali, Pemkab Tabanan dan
bantuan BKK dari Pemkab

' Badung sebesar Rp 500 juta,

serta para donatur lainnya,”
ungkapnya. :

: ”f{genteg Liﬁggih.". di Pura Ulun Desa Banjar Telengis Desa Bengkel Tabanan
J4 Wabup Suiasa Serahkan
~ Hibah Rp 1,3 Miliar Lebih

Dikatakan ﬁula. pem-

.bangunan dimulai dari

tahun 2017. Sementara
pelaksanaan Ngenteg Ling-
gih dimulai Februari 2019
dengan puncak karya pada
10 April. "Biaya upacara
dan pembangunan meng-
habiskan kurang lebih Rp
1 miliar. Kekurangan dari
biaya tersebut kami tutupi
dengan urunan bersama,”
jelasnya.

Wakil Bupati Badung I
Ketut Suiasa dalam sambu-
tannya mengatakan, pembe-
rian bantuan ini merupakan
implementasi prinsip “Ba-
dung Angelus Bhuana” yang
berarti Badung Berbagi,
dari Badung untuk Bali.
Program ini telah memberi-
kan dampak yang positif
bagi masyarakat Bali yang
ditujukan ikut membangun
manusia Bali dengan men-
gajegkan adat, seni, dan

budaya Bali. “Dengan pem-
bangunan pura dan pela
sanaan upacara ini, tel:
menunjukkan jati diri umat
se-dharma untuk tetap me-
lestarikan seni, adat, dan
agama Hindu,” kapnya.
Pihaknya sangat menga-
presiasi masyarakat Desa
Bengkel yang telah melak-

‘sanakan swadharmaning

agama dengan pemban-
gunan pura serta melak-
sanakan upacara dengan
gotong royong dan hati
yang tulus ikhlas. “Semoga
dengan dilaksanakannya
upacara ini masyarakat
mendapat karahajengan
dan kesejahteraan oleh Ida
Batara-Batari yang maling-
gih di pura ini. Dengan yad-
nya-lah kita bisa tunjukkan
rasa terima kasih kepada
Hyang Parama Kawi, agar
kita selalu diberikan kes-
ejahteraan,” jelas}ya. !

Senada dengan Wabup
Suiasa, Wakil Bupati Ta-
banan I Komang Sanjaya
;juga memberikan apresiasi.
Pihaknya merasa bangga
kepada warga Desa Bengkel
dapat melaksanakan pem-
bangunan dan melakukan
upacara Ngenteg Linggih

dengan pakedek-pakenyum. -

“Kami berharap ini tetap
terus terjaga demi generasi

muda ke depan,” imbuhnya.
Sementara itu, Wagub
Bali Tjokorda Artha Ardha-
na Sukawati alias Cok Ace
menegaskan, yadnya meru-
pakan tanggung jawab ber-
sama sebagai umat Hindu
kepada Hyang Parama Wis-
esa. “Pelaksanaan upacara
ini tentu telah membawa
energi yang positif kepada
“kita semua. Apalagi upacara

ini dilaksanakan secara
bersama-sama dan tulus
ikhlas,” tegasnya.

Sebelum melaksanakan
persembahyangan bersa-
ma, secara simbolis Wabup
Suiasa menyerahkan hibag
sebesar Rp 1,3 miliar lebih
dan secara pribadi maprnia
Rp 5 juta yang diterima
langsung oleh panitia pem-
bangunan. (ad32?)

i —

it AL a2

Edisi

e —

Hal : >

Selasa. 9, April, 1019




Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Ri Perwakilan Provinsi Bali

Bawaslu Drop Buku Saku ke TPS

'-smamyahuhx sakuyang
dicetak senilaiRp 1,7
" miliar ke TPS-TPS, sesuai
~ dengan jumlah TPS Pileg/
Pilpres. -

Anggota Divisi Seng-
~ keta Bawaslu Bali, [ Keﬁut
Rudia, mengatakan b
saku yang dicetak en—
‘gan menggunakan ang-

garan negara senilai Rp
1,7 miliar itu tidak boleh
sia-sia. Harus diterima para
pesem Pemilu, dalam hal
1. “Kamiakan

serahkan buk saku itu ke |
TPS-TPS. Jumlahnya sesuai
dengan TPS yang ada di

mhﬂdlsm g

waﬂranwmn}adi
BPK, Bawaslu Bali p

ll bereneana mengirin

' seluruh Bali, 12.386 TPS %
- ujar Rudia di Denpasar, Senin
(8/4).

Menurut Rudia, kalau
buku saku yang dicetak den-
gan duit negara itu tidak
sampai ke tangan saksi par-
pol peserta Pemilu, itu akan
men]adi mmuan BPK. Satu

menyebutkan saksi peserta
Pemilu dilatih Bawaslu, itu
jelas adalah lembaga DPR. |
Kami mengikuti aturan
‘'sesuai dengan Undang-un-
dang saja. Kita minta parpol
mengikuti aturan.” tegas
mantan Ketua Bawaslu Bali
2013-2018 in]

' amran Pemilu. Hdmna

019 dan kini
i berjalan di se]umlah
aten/kota se-Bali.
Parpol-parpol umumnya
sudah menyetorkan
nama saksi ke Bawaslu untuk,.
dilatih, namun ternyata seba-
gian besar tidak hadir. Bahkan,
saat pelatihan di wilayah Ka-
rangasem dan Buleleng, ada
parpol yang sama sekali tidak
] saksi. Akibatnya,
‘konsumsi yang sudah dibeli
nleh Panwascam dibagl bagi-

Takut Anggaran Jadn Temuan BPK, Bawaslu Drop \

mak@mkseiﬁah
danhe asuhan.
a- Hal yang sama ]ﬁ;enadi
i Tabanan.

Rudia menzbntohkan
Rudia, sisa waktu pel Hﬂl% saksi dari Gerindra
akan selesai Rabu (10, dl Sin ja, Buleleng. Jum-
besok. Pihaknya berharap g didaftarkan
semua saksi parpol peserta. Gertndra Bawaslu men-
Pemilu bisa hadir. “Kami - eapa! 132 orang, namun tak
tidak menyurati ulang, tapi dari mereka hadiri
kita hubungi lagi parpolnya. pelatihan Sedangkan dari
.“Kami Karena sebelumnya surat 325 saksi yang didaftarkan
usaku sndahialan Kita berharap  Golkar di buleleng, hanya 15
mi ) dengansakmnya orang yang hadir. Demikian
pula dari 12 saksi yang di-
daftarkan NasDem, hanya 15

orang ikut pelatihan. -
ihan Kegiatan pelatihan xﬂml
arna Parpﬂlyﬂ Bawaslu
pe!a— u%gSe Desa
i .Loka sa, Kecamatan
rxt,Buleleng juga sama.

_Gerindra mendaftarkan
246 saksi, tapi yang hadir

cuma 3 orang. Sedangkan

_Golkar mendaftarkan 153

saksi, tapiy g hadir hanya
55 orang. Demikian pula
Partai Berkar ya, mendaft-
arkan 117 saksi, tapi yang
hadir cuma 1 orang. Con-
toh memprihatinkan lain-
nya terjadi di Gianyar, ketika
Demokrat mendaftarkan 216
saksi, lyanghadh‘hanya 1
orang.

Edisi
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BKD 'Lempar Bola’
ke P-ai

4= s

Koordinasi
dilakukan dengan
Dirjen Pajak karena
pemberlakuan
tarif baru sudah
diterbitkan melalui
Perda.

SINGARAJA, NusaBali

Badan Keuangan Daerah
(BKD) Kabupaten Buleleng,
berencana berkesrdinasi den-
gan Dlrektorat'}ftnderal Pa-

jak, Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) RI, menyusul
banyaknya keberatan atas ke-
naikan Pajak Bumi dan Bangu-
nan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB P2) akibat penyesuaian
tarif Nilai Jual Obyek Pajak
(NJOP). Upaya itu dilakukan
karena pemberlakuan tarif
NJOP sudah diundangkan
melalui Peraturan Daerah
(Perda).

Rencana tersebut diputus-
kan dalam rapat antara BKD
dengan Inspektorat dan Ba-
gian Hukum Setda Kabupaten
Buleleng, Senin (8/4) di kantor
BKD Buleleng, Jalan Ngurah Rai

Singaraja.

Sikapi Protes Kenaikan PBB P2

Sekretaris BKD Buleleng, Ni
Made Susi Adnyani dikonfir-
masi usai rapat mengatakan,
dari pembahasan awal BKD
baru menyusun draf pengu-
rangan untuk menindaklanjuti
keberatan yang diajukan wajib
pajak. Penyusunan draf ini
berdasarkan pertimbangan

prinsip kepatutan terhadap

regulasi yang mengatur dan
berkeadilan. Ini karena, pun-
gutan PBB P2 sendiri_ber-
dasarkan Undang-Undang
(UU) diikuti Peraturan Daerah
(Perda). Regulasi ini sudah
diundangkan, sehingga wajib
diterapkan. _
Karena itu, BKD akan ber-

-

—

kordinasi ke Direktorat Jender-
al Pajak (DJP), agar keputusan
yang akan diambil nantinya

tidak bertentangan dengan re- -

gulasi yang lebih tinggi. “Kami
baru melakukan rapat awal dan
pada dasarnya setiap keberatan
itu kita tindaklanjuti, dan kepu-
tusan dalam penetapan ke-
beratan pajaknya sesuai prinisp
kepatuhan dan berkeadilan,”
katanya,

Menurut Susi, sejak Surat
Pemberitahuan Pajak Terhu-
tang (SPPT) didistribusikan ke
setiap Unit Pelaksana Teknis
(UPTD) di setiap kecamatan,
pihaknya telah menerima be-
‘beapa jenis keberatan. Secara

detail berapa Wajib pajak );;ng il

mengajukan keberatan belum
dirinci.

Meski demikian, Susi me-
nyebut kebanyakan wajib pajak
keberatan atas kenaikan NJOP.
Sedangkan, keberatan karena
nilai pajak-nya naik dibanding-
kan tagihan pajak tahun terda-
hulu belum banyak yang masuk
ke BKD. “Umumnya keberatan
kenaikan NJOP dan keberatan
PBB-nya naik belum banyak. Ini
masih berproses paling lambat
dalam seminggu ini suda ada
keputusan pengurangan pajak,”
jelasnya.

Sebelumnya, penyesuaian
tarif NJOP tersebut meru-

pakan tindaklanjut dari pe-
rubahan Perda Nomor 5
Tahun 2013, tentang PBB P2.
Dalam penyesuaian itu, Pem-
kab Buleleng melalui Badan
Keuangan Daerah (BKD),
telah menyewa tim appraisal
menghitung perubahan ta-
rif NJOP PBB P2. Kini, pe-
nyesuaian tarif tersebut mu-
lai diberlakukan untuk PBB
P2 tahun 2019, =y
Data di BDK Buleleng me-
nyebut, jumlah SPPT yang di-
cetak di tahun 2019 sebanyak
178.000 lembar. Jumlah terse-
but telah didistribusikan ke
masing-masing unit pelaksana
teknis (UPT) di masing-masing

kecamatan, untuk diteruskan
ke masing-masing WP. Nah
setelah SPPT tersebar, WP mu-
lai keberatan karena nilai pajak
yang ditanggung kenaikannya
cukup tinggi. Seorang warga
mengaku, memiliki lahan seluas
1 hektare, dulunya hanya bayar
pajak sebesar Rp 300.000,
tetapi sekarang naik sampai Rp
1.000.000. Bahkan ada yang du-
lunya hanya membayar sebesar
Rp 3.800.000, kini harus mem-
bayar sebesar Rp 12.000.000.
“Kalau naik pasti naik, tetapi
kenaikanya sekarang sangat
banyak. Saya sudah layangkan
surat keberatan ke BKD," ung-
kapnya. & k19

4
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Radar Bali

SEMARAPURA - DPRD
Klungkung gelar Rapat Pari-
purna Penyampaian Laporan
Keterangan Pertanggungjawa-
ban (LKPJ) Bupati Klungkung
Tahun 2018 di Gedung Sabha
Nawa Natya, DPRD Klungkung,
Senin (8/4). Terungkap, re-
alisasi Pendapatan Daerah
(PD) 2018 capai 97,70 persen
dari pagu indikatif perubahan
Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahun 2018
sebesar Rp 1,126 triliun.
Paripurna dipimpin Ketua
DPRD Klungkung I Wayan
Baru, Bupati Klungkung Nyo-
man Suwirta beberkan, real-
isasi Pendapatan Daerah pada
Tahun 2018 capai Rp 1,1 triliun
atau mencapai 97,70 persen
dari pagu indikatif perubahan

—eeee——————

——

Daerah (RKPD) Tahun 2018
sebesar Rp 1,126 triliun.

Tak mencapai 100 persen
lantaran realisasi pendapatan
asli daerah (PAD) Rp 186,993
miliar lebih atau 97,31 persen
dari pagu indikatif peruba-
han RKPD 2018 sebesar Rp
192,166 miliar lebih. “Realisasi

'Rencana Kerja Pembangunan

LAPORAN: Paripurna Penyampai

RAPAT PARIPURNA DPRD KLUNGKUNG BAHAS LKP) BUPATI 2018

Pendavatan Daerah Capai Rp 1,1 Triliun

mﬂnmmmmmm

an LKPJ Bupati Klungkung 2018 di Ge-

dung Sabha Nawa Natya, Kantor DPRD Klungkung, Senin kemarin (8/4).

pendapatan bersumber dari
dana perimbangan sebesar Rp
669,716 miliar lebih atau lebih
rendah Rp 10,9 miliar lebih
dari pagu indikatif perubahan
RKPD tahun 2018 sebesar Rp

680,647 miliar lebih,” bebernya.
Begitu juga dengan realisasi
belanja pada tahun anggaran

2018 mencapai Rp 1,146 triliun
lebih atau lebih rendah sebesar
Rp 55,041 miliar lebih dari pagu
indikatif perubahan RKPD ta-
hun 2018. Itu lantaran realisasi

belanja langsung mencapai Rp

502,145 miliar atau 89,35 pers-

_en dari indikatif perubahan

RKPD tahun 2018 yang diran-
cang sebesar Rp 562,009 miliar.
“Sementara realisasi belanja

' tldak Iangsung mencapai Rp

644 ,691 miliar lebih atau 100,75

| persen dari indikator peruba-

' han RKPD Tahun 2018 yang
dirancang sebesar Rp 639,869
miliar” terangnya.

. Ketua DPRD Klungkung |

- Wayan Baru apresiasi kinerja

- Bupati Klungkung di 2018. Ka-

tanya, LKP] Bupati Klungkung

- Tahun 2018 selain memenubhi

kewajiban konstitusi juga di-

“maksudkan sebagai upaya
membangun transportasi dan
memperkuat check and bal-

ances penyelenggaraan pe-

merintah daerah oleh DPRD.
(adv/ayu/rid)

Edisi
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Radar Bali

Wakil | 1 Bupati Ketut Sulasa

Serahkan Hlbah Rp 1,195 Miliar

'IEABANAN Usaipemugamn
dan pembangunan beber-
apa palinggih di Pura Ulun
Desa, Banjar Adat Telengis,
Desa Bengkel, Kediri, Tabanan,
dilaksanakan Ngenteg Linggih.

Ritual dihadiri Wakil Guber-

" nur Bali Tjokorda Oka Artha
Ardhana Sukawati (Cok Ace),
Wakil Bupati Badung I Ke-
tut Suiasa, Wakil Bupati Ta-
banan I Komang Sanjaya, para
tokoh adat dan masyarakat
Desa Bengkel, serta krama
dan pangemongpura tersebut,
Senin (8/4).

Ketua panitia pembangunan

1 Wayan Kandri mengatakan,
berterima kasih ke Pemprov
Bali, Pemkab Badung, Pemkab
Tabanan, serta para donator
yang telah ikhlas memberikan
bantuan. Sehingga, dalam

_pembangunan PuraPura Ulun

e e S, e ‘_ -

pelaksanaan upacara ini, telah
menunjukkan jati diri umat
se- dharma, untuk tetap mele-
starikan seni, adat, dan agama
Hindu,” ungkapnya,

Suiasa sangat mengapresiasi.
masyarakat Desa Bengkel.
Sebab, telah melaksanakan
swadharmaning agama den-
gan pembangunan pura, serta
melaksanakan upacara den-

Desa yang dl-mong 60 kepala
keluarga (KK) tersebut bisa
selesai,

Dituturkan Kandri, pem-
bangunan pura berdasarkan
rembuk krama, karena jumlah
pangemong kian bertambah,
Guna perluasan, diawali mem-

beli 2 hektare tanah di lokasi
pura tersebut seharga Rp 130

juta. Sementara membangun
palinggih menghabiskan Rp
900 juta. "Untuk pembangu-

nan dan penataan pura ini,

kami mendapatkan bantuan
dari Pemerintah Provinsi Bali,
Pemkab Tabanan, dan bantu-
an BKK dari Pemkab Badung

‘sebesar Rp 500 Juta, serta para

donatur lainnya,” ungkapnya.
Dikatakan, pembangunan
dimulai dari 2017. Ngenteg
Linggih dimulai Februari 2019
dengan puncak karya pada

gan gotong-royong dan hati
tulus ikhlas.

Wakil Bupati Tabanan I
Komang Sanjaya pun men-
gapresiasi. Pihaknya merasa
bangga kepada warga Desa
Bengkel dapat melaksanakan

pembangunan dan melakukan
upacara Ngenteg Linggih den-
gan pakedek-pakenyum.

Wagub Cok Ace menegas-

10 April mendatang. "Biaya
upacara dan pembangunan
 menghabiskan kurang lebih Rp
1 miliar. Kekurangan dari biaya
tersebut kami tutupi dengan
urunan bersama,” jelasnya.
Wakil Bupau Badung I Ke-

tut Sui&éa_,meuga_takan, .prin-“

sip Badung Angelus Bhua-

na, berarti; Badung Berbagi,
dari Badung untuk Bali, telah
memberikan dampak positif
bagi masyarakat Bali. "Den-

_gan pembangunan pura dan

kan, yadnya merupakan tang-
gung jawab bersama sebagai
umat Hindu kepada Hyang
Parama Wisesa.

Sebelum melaksanakan
persembahyangan bersama,
secara simbolis Wabup Suiasa
menyerahkan hibah Rp 1,195
miliar lebih dan secara pribadi
‘mepuniaRp 5 juta, diterima pani-
tiapembangunan. (adv/dwi/djo)

Edisi
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@'ibun-Bali

Anggarkan Rp 290 Juta untuk 30 Dewan l

@ Pemkab Beri DPRD Dana Purnabakti Sebagai Jasa Pengabdian

BANGLI, TRIBUN BALI - Je-
e anggota DPRD Bfl::ggﬁ
periode 2014-2019, Pemkab
1290 juta untuk 30 anggota de-
" wan. Anggaran yang disebut
dana bakti ini nantinya
diberikan kepada seluruh
anggota dewan sebagal jasa

Sekretaris Dewan, Anak
Agung Gde Panji Awataraya-
na menyebutkan, pengang-
garan uang jasa pengabdian
ini telah sesuai dengan Per-
aturan Pemerintah (PP) No
18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi
lepinan dan Anggota De-

Sefsa, 9 April 2019

5

wan Perwakilan Rakyat Da-
erah (DPRD).

“Aturan tersebut kemu-
dian dijabarkan dalam Per-

‘aturan Daerah (Perda) No 8

Tahun 2017. Karena sudah
ada payung hukumnya,
kami berani menganggar-
kan uang jasa pengabdian
dalam APBD Tahun 2019,"

- pengabdian sebesar satu bu

ungkapnya, Senin (8/4).
Pembagian dana pur:

nabakti ini hanya diberikar

sekali. Pembagian besaran

maka besaran uang jasa

lan uang representasi.
Sedangkan untuk masa
bakti sampai lima tahun, di
berikan uang jasa pengabdi
an sebesar lima bulan atau
paling banyak enam bulan
uang representasi. Gung
Panji mengatakan, uang re-
presentasi anggota dewan
pada periode ini lebih besar
dibandingkan dengan pe-
riode sebelumnya. Seperti
uang representasi bagi ke-
tua DPRD yakni Rp 2,1 juta,
wakil ketua Rp 1,6 juta, dan
anggota sebesar Rp 1,5 juta.
“Dengan demikian untuk
ketua DPRD Bangli nantinya
akan menerima Rp 12,6 juta,
wakil ketua Rp 10 juta,
anggota Rp 9,4 juta. Unt
anggota yang mendapa
jumlah sekian (Rp 9.4 ju
hanya sebanyak 26 orang

satubu]anuang

“Uang jasa pengabdian ini
akan kami cairkan setelah!
masa bakti anggota dewan
berakhir, yakni bulan Agus-
tus 2019 nanti. Sement
sisa dari anggaran uang
pengabdian itu sudah tentu
kita akan kembalikan ke kas!
daerah,” tandasnya. (mer)
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- Perekonomian Masyarakat

~ Semakin Timpang

@ Pemkab Klungkung Genjot Sektor UMKM dan

Pertanian

BUPATI Klungkung | Nyoman Suwirta mem-
bacakan Laporan Keterangan Pertanggungja-

‘waban (LKPj), di hadapan dewan dalam rapat
" paripurna yang digelar, Senin (8/4). Ada bebe-

rapa hal yang menjadi point penting yang di-
sampaikan Suwirta, yakni perekonomian ma-
syarakat Klungkung yang semakin timpang,
sehingga ke depannya pemerintah akan lebih
menggenjot sektor UMKM serta pertanian.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua
DPRD Klungkung | Wayan Baru dan dihadiri -
18 anggota dewan. Serta dihadiri Bupati Nyo-
man Suwirta dan jajarannya. Dalam paripur-

* na tersebut, Suwirta menyampaikan secara

umum kondisi perekonomian di Kabupaten
Klungkung menunjukkan perkembangan po-
sitif. Mulai dari pertumbuhan ekonomi pada
2017 mencapai 5,34 persen, di atas pertum-
buhan ekonomi nasional yang sebesar 5,07
persen.

"Titik puncak dari pertumbuhan ekonomi
ini, memang tdak setinggi di tahun 2016 yang
mencapal 6,02 persen. Perekonomian Klung-
kung di tahun 2016, melesat lantaran sektor
pariwisata,” jelasnya.

Kondisi ini ternyata juga berdampak pada
gini ratio (ketimpangan) antara penduduk
miskin dengan kaya di Klungkung yang sema-
kin lebar. Hal ini karena sektor pariwisata bi-

| asanya digerakkan para pemodal, sementara

sektor pendukung utama,seperti pertanian di-
kalahkan oleh sektor pariwisata.

~ "Kami akan terus genjot sektor UMKM
dan pertanian. Perekonomian warga tidak
boleh terlalu senjang, seperti saat ini," te-
gas Suwirta. :

Terkait kebijakan pengelolaan keuangan
daerah pada tahun anggaran 2018, Suwir-
ta memaparkan, realisasi pendapatan daerah
pada 2018 sebesar Rp1,100 triliun atau men-
capai 97,70 persen.

Sumber pendapatan dari dana perimbang-
an belum mencapai target. Yang mana pene-
rimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pa-
jak hanya terealisasi Rp 18,401 miliar (84,47

TRIBUN BALIEKA MITA SUPUTRA

persen). Demikian juga dengan dana aloka-
si khusus yang terealisasi Rp 120,943 miliar
darl pagu Rp 128,491 miliar atau hanya ter-
capai 94,13 persen. Sedangkan untuk reali-
asi belanja pada tahun anggaran 2018 men-
capai Rp 1,146 triliun atau lebih rendah Rp
55,041 miliar dari pagu indikatif RKPD tahun
2018.

Realisasi pendapatan daerah ini bersum-
ber dari realisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Rp 186,993 miliar atau 97,31 persen
dari pagu indikatif perubahan RKPD tahun
2018 yang ditetapkan Rp 192,166 Miliar. Di
samping itu, realisasi pendapatan yang ber-
sumber dari dana perimbangan Rp 669,716
“miliar, lebih rendah Rp 10,931 miliar dari
pagu indikatif perubahan RKPD tahun 2018
Rp 680,847 miliar.

Terkait realisasi pembangunan, Bupa-
ti Suwirta menyampaikan, sepanjang 2018
sudah dituntaskan rehabilitasi jalan sepan-
jang 29,60 km, pembangunan gedung In-
stalansi Bedah Sentral (IBS) Rp 19,951 Mi-
liar, pembangunan enam unit pasar, serta
pembangunan 80 unit bedah rumah dan 47
unit rehab rumah.

Pada rapat paripurna itu diserahkan LKPJ
ke Ketua DPRD Klungkung | Wayan Baru.
(adv/mit)

. Solosa, 9 Aors( Soro
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an Rp 2,636 miliar ini akan

DINAS Pendidikan Kota Den-
pasar menganggarkan Rp 2,6
miliar untuk rehab tujuh Se-
kolah Dasar(am di K.uta Den-
pasar.

“Untuk yang kelanjutan per-
baikan tahun 2018 kemarin, .
kami kebut dan rencanakan -
selesai sebelum tahun ajar-
an baru. Sehingga saat tahun
ajaran baru, gedung itu sudah
terpakal, kami kejar, sehing-
ga target Mei atau Juni tun-
tas dan Juli bisa dipakal,” kata
Merta.

Untuk tahun 2019 ada tu-

' juh sekolah yang direhab meli-

puti SDN 8 Sanur, SDN 6 Pena-
tih, SDN 2 Tonja, SDN 15 Dauh
Puri, SON 14 Pedungan, SDN
27 Pemecutan, SDN 15 Peme-
cutan.

Adapun rehab ini untuk pe-
rehaban atap sekolah. Rehab
tahun 2019 dengan anggar-

9 Apri (2089

&

Rehab 7 5D Habiskan
Rp 2,6 Miiar

dimulai bulan Mei 2019 dan
ditargetkan tuntas pada Sep-
tember 201? Dana ini ber-

sumber dari APBD Kota Den-

pasar 2019.

“Nilai rehabnya nanti tergan-
tung kebutuhan di sekolah ma-
sing-masing. Konsultan yang
mengerjakan. Kita anggarakan
dana segitu, kita mohon ke -
konsultan sebelum buat gam-
bar atau DED agar ke sekolah
dulu, tanya kepala sekolahnya
apa yang diperlukan. Sekolah
yang tentukan bagaimana,”
katanya.

Selain rehab atap juga ada
pembangunan Padmasana
di dua sekolah yakni SDN 22
Dauh Puri, dan SDN 16 Peme-
cutan. Juga perbaikan tem-
bok penyengker di SDN 11 Pe-
guyangan, SDN 8 Pemecu
SDN 6 Sesetan, SDN 17 Kesi-
man, SDN 18 Dangin Puri, dan

- SDN4 Peguyangan m

e ———————— e S
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Kabupatqn Kamngasem tuhun F‘"s mondapa&m;m

-dlbenkan itu merupakan

kebijakan pemerintah pusat.
Pada tahun 2019, Karangas-
em mandapatkan dana desa

Rp 78.781.974.000.

itu termasuk mengalami 1%) dari pemerintah pusat
P T e : 8.781.974.000. Jumlah ini
ya yang hanya Rp mengalanu kenaikan dari ta-

S hun sebelumnya yang jumlah

DD-nya Rp 64. 239 619.000.
Untuk me; alupkan ban-

ena ukurannya ym:g cukup
besar.

Salah satu warga Wayan -
_ Rasni, ‘mengakui sulit men-

cari nama caleg pilihannya,
karena tulisannya diang-
gap terlalu kecil. Demikian

_Juga Wayan Sarna, mengaku

3§ y. ajed

tuan DD ke-78 desa yang

: B B > tersebar di m itu,

: 1 “kata. Su]msena mlamyatuiak

KAIIIS DfM'D Karan- DD T Karangaaem itu samaantara satu desa dengan

gasem Komang Suka- memang mengalami pen- desalainnya. Penyaluran DD

sena, Selasa (9/4) kemarin | ingkatan dari tahun lalu. itu diberikan berdasarkan

mengungkapkan, bantuan PemngkatanalokamDDyang sejumlah indikator. Param
bi . karena membutuh- warnanya. P dahal sebelum losan bt

kan ucukuplamauntuk memasukka ’sudah_dlpand_n Ketua K?U"‘Klungkung | ! |
mencublos Sebagian besar oleh petugas PPS yang men- GustiL Mega Saskara, |
war, mengaku kesulitan jaga dan mengarahkan di Selasa (9/4) kemarin, men-
at gambar partai dan ca- se tar kotak suara. Hasil gatakan kecamatan I
legnya Dem:han:ugatuhsan ini sedikit jadi catatan, pertama i disasar g&ra]ﬁh ;
pada surat suara, juga an;g;_ ‘mana proses sosialisasi Nusa Penxda Proses distri-

kecil kecil. Ada juga ~ KPU belum mampu memberi- . busi logistik ke Nusa Penida |
mengaku kesulitan meli at kan pemahaman sep akan ilakukan pada 14
~ kembali surat suarany va, kar- ~kepada mas arakat dafim nanti, menggunakan

teknis memi yang truk, kéniudlﬁ'n diangkut

menjadi kekhawatn'an ban- menggunakan Kapal Roro |
yak pihak, dengan sistem dari | Pelabuhan Padangbai
pemilu serentak ini, kar- menuju N Penida. Total

ena maayarakat di desa-desa logistik k

nampak b siap dengan gan jumlah TPE

sistem pem seperti itu. yak 9 =i. otak snara (satu |
(kmh31) ‘lima kotak suara) yang |

Pass (0 apr|

20(9

, 14
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Misalnya pemberian dengan |
mempertimban 'kﬂn Presm

.dhea'tal denganka wﬂwatg
dan msml masyarakat,” ket-‘
Satu-sa,tunya desa g
tidak ikut beli mohil
gesa Pe%;.:g Kaja. Pe
egeng Ja ?

bisa la 1imblln % 4
nal | Simasrar bt sem'
danamotor tersebut. : etiap desa ?ana pemhangumaa
ﬁnwdahpastt'
mengadakan mobil, dengaﬂ BasangAmhu. ' ammksmng
_zahnmaaﬂlrusak,kanrﬂmtl “Berdasarkan da ¥
ﬁmasay&makanyapertmi inta .
bangan kami uutuk-
‘mobil tahun de : blsa, "
BadanPemmyawm bian Rp 26,7 miliar,
(BPD) se-Kabupaten Gia pupaten Gi
f s B pabiner R bd
1SerahTer‘ima =
Edisi P—aw ___w A:pm 2an(9 -
Hal . L dmn 18 L
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'Rp GUDjuta pada APBD in-

Warga Sulahan Sempat

banyak masyarakat yang

it jalan jcbol itu mengingat

matan Susut belum menda-
pat perbaikan. Padahal ruas
jalan tersebut menjadi jalur
perlintasan warga sekitar

‘kerusakan telah terjadi se-

jak tiga tahun terakhir. la
pun mengungkapkan sudah
menganggarkan perbaikan
saat jalan itu jebol.

“Ini bukan sesuatu yang
harus kita wacanakan, tapi
perlu action (dari) pihak mr—

m- kait dalam hal ini
. Dinas PU. Saya su

sampaikan ; ".’b%hnmya.pejabat |

berasal dari Desa Su-

Di hqdapan pegawal Pem-
kab Bangli kala itu, Sedana
Artha meminta Dinas Pe-
kerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman
(PUPRKim) Bangli segera
merealisasikan perbaikan.
Namun penegasan wakil
- bupati saat apel tersebut g 3
terkesan gertak sambal. jalan jebol menuju kampung
nggadbulan empat ta- - WabuQBangllml
hun 2019 ini, jebol se- “akan segera dikerjakan. Pan-

20 meter tersebut jang kerusakan jalan n en-

duk 2019 ini.

sedjkit untuk 'penyempurw

naan.Palmgtldakreviewhﬂ

lelang P (Unit Layanan
Pensadapnljelmyaam

Anggaran Sebelumnya Taki\/lsncukupl

PERBAIKAN jalan tersebut sudah ﬂlanggarkan
sejak diketahui jebol dengan nilai Rp 200 juta.
Namun saat dokumen pelaksanaan anggaran
(DPA) belum disahkan, justru | kerusakan sema-
kin parah akibat tergerus hujan. “Setelah die-
itu tidak mencu-
kupi. Karena ada kekurangan dana serta tidak
bisa dikerjakan, maka dianggarkan kembali
pada ‘tahun 2018 di (APBD) perubahan dengan
_ anggaran Rp 600 juta,” beber Sekretaris Dinas.

valuasi kembali, ternyata dana

- PUPRKim Baneli. | Made Soma.

“mepet, yakni st
vember. Sedang

Usai ditambahnya a
ngerjaan jalan jebol l2
sasikan. Soma menye
ngesahan APﬁB

garan perbaikan, pe- -
i tidak bisa direali-
webut, ini disebabkan pe-
Perubahan saat itu cenderung
kitar bulan Oktober atau No-

an pros.es lelang kegiatan, se-

“‘Lﬂdaknya membutuhkan waktu selama sebu-

”QE[UM lagi ‘pengerjaan
membuthhkan waktu selama dua bulan. Oleh

karena itu, kami putuskan untuk menunda dan

erannya yang

dialihkan tahun 2019." tandasnya. (mer)
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rtikal lryer” Senflal Rp 1]

Perjuangkan Nasnb Petani dan Krama Subak dl Bali

UW ‘menyerahkan bantuan
ikal dryer (mesin pengering
di Subak Bengkel, Desa © o |
Bengkel, Kecamatan Kediri, Ta- | : VAR
hamherkapamtas 10 ton senilai i '

Rp 1,6 miliar, kini giliran Kelom-
pok Tani Warna Merta di Desa
Mambang, Selemadeg Timur,

Tab Selasa (9/4) lalu digelon-

torkan/bantuan serupa, berkapa-

sitas 6ton sem}ax Rp 1 miliar oleh
rta Komisi IV DPR-RI dari
Fraksi .DI Perjuangan, Drs. I

Made Urip, M.Si. Bantuan terse-

but dues!mlkan secara simbolis

oleh wakil rakyat sejuta trak-
tor itu bersama anggota DPRD

Tabanan Wayan Eddy Nugraha g

Giri, S.So0s., M.M. yang juga Ca-

«gegmn'rabnadﬂﬁedml o
e Marga o P angan DIRESMIKAN - Anggota Komisi IV DPR-RI dari Fraksi PDI
f

D Ketahanan Perjuangan Drs. I Made Urip, M.Si. saat meresmikan bantuan
]ﬁm;n:?mvmsx bangunan dan vertikal dryer Kelompok Tani Warna Hem di
1 Dinas Pertanian Kabu- Desa Mambang, Selemadeg Timur, ﬂ'ﬁbm&ﬂm

&amat Selemadeg

Unp memperjuangkan bantuan
Bendesa Adat Mambang ini sebagai wujud keberpihakan
aksikan ratusan petani petani dengan seribu dryer se-
luruh Indonesia. Salah satunya
: bangunan dan vertikal dryer ini
terwujud berkat arahan dari _
Made [ p di tingkat pusat seb-

1D -nya petani. "Bapak di D«

: membenkan bantuan i ini,”
~ tandasnya

* Ben&em Adat Mambang Gede
i W&yanGunadJ,B.A S.Sos. yang
ili krama adat khusus ke-
k tani mengucapkantenma

,m_* bm %ﬂ S

i
DPR penode'
‘Bahkan, Ketua DPP

yang

bantuan sejuta traktor di

Bali. Karena itu, kita kemhah
" memberi mandat agar duduk kem-
lﬁaih xl?enjadlwakﬂ rakyat di DPR-
1 arena sangat merasak ;
1 : ortlkultura PrOVIIISI Bali  perjuangan Pak Urip khususnl;g seperti m;, tutup |
 menegaskan, demi petani Made bantuan untuk kelompok tani,” MPR-RI itu. (ad439)

e

Edisi @ Kams, 1 AReL, 96tg ~ "
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Wantilan Desa Diproy

NEGARA, NusaBali

Desa Adat Dauh Waru, Rabu
sore pukul 15.00 Wita, di-
hadiri ribuan peserta yang
terdiri dari kalangan bend-
esa adat, para perbekel, tokoh
masyarakat, dan perwakilan
pemuda. Peluncuran program
Wifi gratis ditandai penekanan
sirine yang dilakukan Guber-
nur Koster bersama Bupati
Jembrana I Putu Artha, Wabup

Jembrana I Made Kembang

Hartawan, Ketua DPRD Jem-
brana unsur
Forkopimda Jembrana.

‘Gubernur Koster me-

nyatakan, penyediaan Wifi gra-
tis diberikan kepadaseluruh de-
sa adat di Bali. Melalui layanan
internet gratis yang dipasang di
masing-masing wantilan desa
adat ini, pihaknya mengharap-
kan peningkatan kualitas SDM.
Selain itu, wantilan desa adat
nantinya bisa mnemach ‘Balinese
Culture Meeting Point’ . Artinya,
wantilan desa adat dimanfaat-
kan menjadi berbagai pusat
kegiatan, baik pengembangan
kebudayaan, kehidupan sosial,
maupun ekonomi,

“Di Bali ada 1.493 desa adat,
semuanya akan dapat layanan
internet gratis. Selain itu, seko-
lah, Puskesmas, dan destinasi
wisata juga semua dapat akses
internet lebih mudah untuk
keperluan banyak hal yangber—

mengaku sul éh‘ﬁrenylapkan
SOP menyangkut layanan Wifi
grans ini, agar ndak disalah—

I L

—

yangbemfat negatlf

Menurut Koster, penyedl-
aan Wifi gratis menuju ‘Bali
Smart Island’ ini juga dija-
lankan untuk integritas kes-
atuan wilayah. Melalui layanan

internet gratis di desa adat
ini, juga bisa menjadi akses
untuk memperluas pemasa-
ran produk-produk lokal di
masing-masing desa. Selain itu,
juga memperkuat kepariwisa-
taan, budaya, kesehatan, dan
pengetahuan sesuai dengan
potensi lokal dan wawasan
global yang dimiliki,

Launching layanan internet

gratis ini, kata Koster, seka-
ligus momentum memulai
kreativitas dan inovasi dalam
dinamika perubahan yang
begitu cepat, tanpa melupa-
kan akar budaya Bali sebagai
spirit dalam mewujudkan
Krama Bali Sejahtera. “Bali
Smart Island ini kami harap-
kan dimanfaatkan seluruh
komponen masyarakat untuk
memperoleh informasi yang
positif dan berguna sebagai

referensi pengetahuan dalam
memperkuat karakter budaya
Bali secara umum,” papar Gu-

bernur asal Desa Sembiran, Ke-

camatan Tejakula, Bulele

]ug Ketua DPD PDIP Bali ini.
Sementara, Kadis Kominfo

dan Statistik Pro\n nsi Bali,

Nyoman Sujaya, d

vember 2018 Dari target 180

= S——

sang 4‘157 akaas pum Wiﬁ gratis se-
- Program Wifi gratis diseluruh Bali  Bali. Gubernur i&asgu'ingnwam:llan

tahun 2018 denga .|n
4l sam-'
butannya mengal:a n pen
~diaan layanan internet mﬁi
ini sudah dimulai sejak No-

— -l_b-L—.

'ﬁ'léﬁ‘iuu ‘Bali Smart l:;and’ dilaunch- gue??u ada;’nag ya Fﬂu&ese
secara resmi Gubernur Wayan  Culture Meeting Point’.

?gstsé%'&i' :r ntilan Pura Puseh Desa  Acara launching; :ggfam Wifi

Adat Dauh ﬂixegmmx}&?n  gratis se-Bali di Wantilan Pura Puseh

brana, Rabu (10/4) sore, Ditarge

tahunZOZDmendatangsudahterpa— Mhﬂﬂ.ﬁm | 1

akses poin Iayanan internet
gratis tahun 2018, sudah tere-
alisasi 311 akses poin. Sedang-
kan di tahun 2019, ditargetkan
pemasangan 1.825 akses poin
Wifi gratis, dengan lokasi pen-
empatan di wantilan desa adat
sebanyak 1.371 akses poin,
Puskesmas (107 akses poin),
objek wisata seba (203 akses
poin), SMA/SMK/SLB (132
?kse;(goin] d:)m public :rea}
12 es poin). Hingga April
ini, sudah terpasang 640 akses
poin atau 35,07 persen dari
total target 1.825 terpasang ta-

~ hun 2019 . “Diharapkan tahun

inisemua. dh*ealisasikan sesuai

target sasaran,” ujar Sujaya.

‘Menurut Sujaya, berdasar-
kan jumlah desa adat, Pusk-
esmas, sekolah dari SD hingga
SMA, dan bertambahnya objek
wisata potensial se-Bali, sam-
pai tahun 2020 depan ditarget
pemasangan Wifi gratis seban-
yak 4.157 akses poin. Khusus
di Jembrana, pada tahun 2018
sudah mendapat 25 akses poin
Wifi gratls, sementara pada

gratis ini, lmta'Suiaya, berasal
dari belan&l,_, SUn

annya,

anggaran
Rp 165 juta, sementara untuk
tahun 2019 di: irkan Rp

10,18 miliar. “Anggaran ini

dapat bertambah sejalan den-

% kemampuan penyiapan
rrsﬁrat

seltll'uh pelosok pedesaan di

gapresmsi berbagai prognam
Gubernur Koster beserta per-
hatiannya terhadap Jembrana.

‘Termasuk soal program Wifi

lenurut Bupati
_sempat men-
laan 89 akses
Namun, diluar
nur

dugaan Gube;'

gratis ini.

gusulkan
poier!ﬁgfea

Koster me
‘mastikan akan menambahkan

lagi 200 akses poin Wifi gratis,
sehlmlembrana. akan
dibe 289 akses poin.

“Tentun program ini sangat
bagus. Selain dapat menin-
gkatkan pengetahuan dan
mengurangi kesenjangan digi-
tal masyarakat, pemerataan
infrastruktur telekomunikasi
dan internet juga dapat menin-
gkatkan kualitas SDM krama_
Bali,” tegas politisi PDIP yang’
sudah dua periode menjabat
Bupati Jembrana ini.

Untuk mengoptlmﬂkan
pemanfaatan Wifi gratis ini,
Bupati Artha mangharapkan
peran serta masyarakat dan
jajarannya, agar benar-benar
menggunakan dan mensosi
alisasikannya dengan baik, se-
hingga dapat berdampak posi-
tif ;erhadap pemberdayaan
masyarakat dan peningkatan
kapa;litas SDM. Masy;rakat
]uga minta menjaga dengan
baik fasilitas yang disediakan.
“Mari kita manfaatkan sebaik-
baiknya dan ikut menjaga,”

> ajak Bupati Artha. @ ode

i\. E_disi

|
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| gunan milik mantan

%
_ an ye G};gatan itu perawal saat yang men]adl tanda tanya, . baran -haranguqm 1rang sidalt
Klamjl Bal' g lungkung berencana gugatannya kenapa baruseka- dlramf)as negara..Caran adid
Sitaan Negm‘a an eksekusi terhadap  rang saat kami akan eksekusi. “jonoan ooaan ini” katanya.
| bidang tanah beserta Kenapa tidak pra-peradilan “Tidak hanya meladeni, lan-
MlllkMer8ka mantan Bupati _ dari dulu, kenapa baru kami ;.0 adanya gugatan itu
: g I Wayan Candra akan eksekusi dan muncul di menurutnya Kejari Klungkung
SEMARAPURA- Kasustindak di barang rampasan berita baru menggugat. Kena- kembali mempelajari kasus
pidana korupsi, gratifikasi, dan a atas kasus korupsi, grat-  pa?,” ujarnya heran. Candra untuk kemungkinan
tindak pidana pencucianuang  ifikasi, dan pencucianuangter- ~ Atas gugatan tersebut, . 4. oo melanjutk
(TPPU) yang dilakukan man- | kait pembangunan Dermaga ~ menurutnya Kejari Klungkung  gopy o0 pihaknya mengan-
tan Bupati Klungkung periode | Gunaksayangsudahberkekua- akan berjuang untuk mem- o pqo o oo an
tahun 2003-2008 dan tnhun‘,;gag_hulmm tetap atau inkracht. pertahankan barang yang kini orang-orang yang terlibat da-
2008-2013, I Wayan Candra  Se qlah rencana tersebut di- berstatus barang rampasan neg- Int kasiis terssbut lolos dalam
kembali mencuat. Itu terjadi siarkan oleh media masa, Nata ~ara tersebut. Apalagi pihaknya jeratan hukum. “Jadi siapa pun
setelah dua kerabat Candra, ~danRugegmelakukan gugatan. melihat bahwa pihak Candra’ yang terkait di situ, tidak akan
I Nengah Nata Wisnaya dan 1 ‘Mereka berduamengklaim se-  kini berupaya untuk menye- 1.,.; piarkan lolos. Kalau ada
Ketut Rugeg asal Dusun Cem- | jumlah aset berupa tanah dan  lamatkanaset-asetmilikCandra 1, i a6 indikasi pada saat
paka, Desa Pikat, Kecamatan gunan yang telah menjadi tersebut dengan carame ; zaﬁ:an Pak Candra itu ada pi-
Dawan melayan - “barangsitaan negara ataskasus  gugatan. “Dan kami tidak akan hak-pihak yang bekerja sama
"Candra yang telah inkracht 'membiarkan barangyangsudah ‘menyamarkan harta bpnda
tersebut merupakan milik jadibarangmilik negara kembali, yang patut dicurigai berasal
‘mereka. “Mermang dokumen lagikepada para koruptor. Tidak
: dari tindak pidana maka qila ti-
iitu atas nama penggagat. Seti-  akan kami biarkan. Karena yang
dak boleh lolos dari pertanggu-
ap waMem berhak untuk  kamibaca sepertiitu. Masih ada ngjawaban pidana,” terangnya
mﬂjukan gugatan. Tetapi upaya upaya dari pxhak Can Lebih lanjut pll‘; akny 2 aar

| ngungkapkan telah menar-

| getkan akan mengeksekusi
10 bidang tanah darlljan-

upati

S m10 b:dang tanah dan bangunan : |
_ M Tanah seluas 9.450 meter persegi di Desa BtInga Mekar
W Tanah 10 ribu meter persegi di Desa Ped
B Tanah seluas 850 meter persegi di DesaTojan
B Tanah seluas 14.200 meter persegi di Desa Dawan I(ater
W Tanah seluas 35 meter persegi beserta bangunannya di Desa
-Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat
- Tanah seluas 12 meter persegi beserta bangunannya di Denpas-
ar Barat
W Tanah seluas 47 meter persegi beserta bangunannya di Desa
Dauh Puri Kauh

Klungkung, I Wayan Candra
yang dirampas negara atas
kasus korupsi, granﬂkasi
dan pencucian uang terkait
- pembangunan Dermaga Gu-
- naksa di tahun 2019. “Besok
' (hari ini, Red) jadwal persi-
- dangannya dengan agenda

10/4) membe
gugatan yang dﬂakukan 1 Nen-
gah Nata Wisnaya dan I Ketul  p— O e |

Rugeg. “Benar, ada gugatan
yang dilakukan dua penggugat
tersebut,” ungkapnya.

B Rumah di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra.

Edisi

kqms, 1t Al 2019
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Hal :

Sidang Pembuktian Du‘i)ku-
men,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, 10
dari 51 bidang tanah beq.ert
bangunan milikmantan Bupati
Klungkung I Wayan Candra
yang dirampas negara Ptas
kasus korupsi, gratifikasi dan
pencucian uang terkait p
bangunan Dermaga G
kini sedang dalam pengajuan
proses lelang oleh Kejaksaan
Negeri Klungkung. Sementara
sisanya belum dapat dipros-
es untuk dilelang lantaran
batas-batas lahan yang disita
negara tersebut belum jelas

(baca juga grafis). (ayu/dot)
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rtikal lryer” Senflal Rp 1]

Perjuangkan Nasnb Petani dan Krama Subak dl Bali

UW ‘menyerahkan bantuan
ikal dryer (mesin pengering
di Subak Bengkel, Desa © o |
Bengkel, Kecamatan Kediri, Ta- | : VAR
hamherkapamtas 10 ton senilai i '

Rp 1,6 miliar, kini giliran Kelom-
pok Tani Warna Merta di Desa
Mambang, Selemadeg Timur,

Tab Selasa (9/4) lalu digelon-

torkan/bantuan serupa, berkapa-

sitas 6ton sem}ax Rp 1 miliar oleh
rta Komisi IV DPR-RI dari
Fraksi .DI Perjuangan, Drs. I

Made Urip, M.Si. Bantuan terse-

but dues!mlkan secara simbolis

oleh wakil rakyat sejuta trak-
tor itu bersama anggota DPRD

Tabanan Wayan Eddy Nugraha g

Giri, S.So0s., M.M. yang juga Ca-

«gegmn'rabnadﬂﬁedml o
e Marga o P angan DIRESMIKAN - Anggota Komisi IV DPR-RI dari Fraksi PDI
f

D Ketahanan Perjuangan Drs. I Made Urip, M.Si. saat meresmikan bantuan
]ﬁm;n:?mvmsx bangunan dan vertikal dryer Kelompok Tani Warna Hem di
1 Dinas Pertanian Kabu- Desa Mambang, Selemadeg Timur, ﬂ'ﬁbm&ﬂm

&amat Selemadeg

Unp memperjuangkan bantuan
Bendesa Adat Mambang ini sebagai wujud keberpihakan
aksikan ratusan petani petani dengan seribu dryer se-
luruh Indonesia. Salah satunya
: bangunan dan vertikal dryer ini
terwujud berkat arahan dari _
Made [ p di tingkat pusat seb-

1D -nya petani. "Bapak di D«

: membenkan bantuan i ini,”
~ tandasnya

* Ben&em Adat Mambang Gede
i W&yanGunadJ,B.A S.Sos. yang
ili krama adat khusus ke-
k tani mengucapkantenma

,m_* bm %ﬂ S

i
DPR penode'
‘Bahkan, Ketua DPP

yang

bantuan sejuta traktor di

Bali. Karena itu, kita kemhah
" memberi mandat agar duduk kem-
lﬁaih xl?enjadlwakﬂ rakyat di DPR-
1 arena sangat merasak ;
1 : ortlkultura PrOVIIISI Bali  perjuangan Pak Urip khususnl;g seperti m;, tutup |
 menegaskan, demi petani Made bantuan untuk kelompok tani,” MPR-RI itu. (ad439)

e
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HARIAN UMUHE e

NUS '

Wantilan Desa Diproy

NEGARA, NusaBali

Desa Adat Dauh Waru, Rabu
sore pukul 15.00 Wita, di-
hadiri ribuan peserta yang
terdiri dari kalangan bend-
esa adat, para perbekel, tokoh
masyarakat, dan perwakilan
pemuda. Peluncuran program
Wifi gratis ditandai penekanan
sirine yang dilakukan Guber-
nur Koster bersama Bupati
Jembrana I Putu Artha, Wabup

Jembrana I Made Kembang

Hartawan, Ketua DPRD Jem-
brana unsur
Forkopimda Jembrana.

‘Gubernur Koster me-

nyatakan, penyediaan Wifi gra-
tis diberikan kepadaseluruh de-
sa adat di Bali. Melalui layanan
internet gratis yang dipasang di
masing-masing wantilan desa
adat ini, pihaknya mengharap-
kan peningkatan kualitas SDM.
Selain itu, wantilan desa adat
nantinya bisa mnemach ‘Balinese
Culture Meeting Point’ . Artinya,
wantilan desa adat dimanfaat-
kan menjadi berbagai pusat
kegiatan, baik pengembangan
kebudayaan, kehidupan sosial,
maupun ekonomi,

“Di Bali ada 1.493 desa adat,
semuanya akan dapat layanan
internet gratis. Selain itu, seko-
lah, Puskesmas, dan destinasi
wisata juga semua dapat akses
internet lebih mudah untuk
keperluan banyak hal yangber—

mengaku sul éh‘ﬁrenylapkan
SOP menyangkut layanan Wifi
grans ini, agar ndak disalah—

I L

—

yangbemfat negatlf

Menurut Koster, penyedl-
aan Wifi gratis menuju ‘Bali
Smart Island’ ini juga dija-
lankan untuk integritas kes-
atuan wilayah. Melalui layanan

internet gratis di desa adat
ini, juga bisa menjadi akses
untuk memperluas pemasa-
ran produk-produk lokal di
masing-masing desa. Selain itu,
juga memperkuat kepariwisa-
taan, budaya, kesehatan, dan
pengetahuan sesuai dengan
potensi lokal dan wawasan
global yang dimiliki,

Launching layanan internet

gratis ini, kata Koster, seka-
ligus momentum memulai
kreativitas dan inovasi dalam
dinamika perubahan yang
begitu cepat, tanpa melupa-
kan akar budaya Bali sebagai
spirit dalam mewujudkan
Krama Bali Sejahtera. “Bali
Smart Island ini kami harap-
kan dimanfaatkan seluruh
komponen masyarakat untuk
memperoleh informasi yang
positif dan berguna sebagai

referensi pengetahuan dalam
memperkuat karakter budaya
Bali secara umum,” papar Gu-

bernur asal Desa Sembiran, Ke-

camatan Tejakula, Bulele

]ug Ketua DPD PDIP Bali ini.
Sementara, Kadis Kominfo

dan Statistik Pro\n nsi Bali,

Nyoman Sujaya, d

vember 2018 Dari target 180

= S——

sang 4‘157 akaas pum Wiﬁ gratis se-
- Program Wifi gratis diseluruh Bali  Bali. Gubernur i&asgu'ingnwam:llan

tahun 2018 denga .|n
4l sam-'
butannya mengal:a n pen
~diaan layanan internet mﬁi
ini sudah dimulai sejak No-

— -l_b-L—.

'ﬁ'léﬁ‘iuu ‘Bali Smart l:;and’ dilaunch- gue??u ada;’nag ya Fﬂu&ese
secara resmi Gubernur Wayan  Culture Meeting Point’.

?gstsé%'&i' :r ntilan Pura Puseh Desa  Acara launching; :ggfam Wifi

Adat Dauh ﬂixegmmx}&?n  gratis se-Bali di Wantilan Pura Puseh

brana, Rabu (10/4) sore, Ditarge

tahunZOZDmendatangsudahterpa— Mhﬂﬂ.ﬁm | 1

akses poin Iayanan internet
gratis tahun 2018, sudah tere-
alisasi 311 akses poin. Sedang-
kan di tahun 2019, ditargetkan
pemasangan 1.825 akses poin
Wifi gratis, dengan lokasi pen-
empatan di wantilan desa adat
sebanyak 1.371 akses poin,
Puskesmas (107 akses poin),
objek wisata seba (203 akses
poin), SMA/SMK/SLB (132
?kse;(goin] d:)m public :rea}
12 es poin). Hingga April
ini, sudah terpasang 640 akses
poin atau 35,07 persen dari
total target 1.825 terpasang ta-

~ hun 2019 . “Diharapkan tahun

inisemua. dh*ealisasikan sesuai

target sasaran,” ujar Sujaya.

‘Menurut Sujaya, berdasar-
kan jumlah desa adat, Pusk-
esmas, sekolah dari SD hingga
SMA, dan bertambahnya objek
wisata potensial se-Bali, sam-
pai tahun 2020 depan ditarget
pemasangan Wifi gratis seban-
yak 4.157 akses poin. Khusus
di Jembrana, pada tahun 2018
sudah mendapat 25 akses poin
Wifi gratls, sementara pada

gratis ini, lmta'Suiaya, berasal
dari belan&l,_, SUn

annya,

anggaran
Rp 165 juta, sementara untuk
tahun 2019 di: irkan Rp

10,18 miliar. “Anggaran ini

dapat bertambah sejalan den-

% kemampuan penyiapan
rrsﬁrat

seltll'uh pelosok pedesaan di

gapresmsi berbagai prognam
Gubernur Koster beserta per-
hatiannya terhadap Jembrana.

‘Termasuk soal program Wifi

lenurut Bupati
_sempat men-
laan 89 akses
Namun, diluar
nur

dugaan Gube;'

gratis ini.

gusulkan
poier!ﬁgfea

Koster me
‘mastikan akan menambahkan

lagi 200 akses poin Wifi gratis,
sehlmlembrana. akan
dibe 289 akses poin.

“Tentun program ini sangat
bagus. Selain dapat menin-
gkatkan pengetahuan dan
mengurangi kesenjangan digi-
tal masyarakat, pemerataan
infrastruktur telekomunikasi
dan internet juga dapat menin-
gkatkan kualitas SDM krama_
Bali,” tegas politisi PDIP yang’
sudah dua periode menjabat
Bupati Jembrana ini.

Untuk mengoptlmﬂkan
pemanfaatan Wifi gratis ini,
Bupati Artha mangharapkan
peran serta masyarakat dan
jajarannya, agar benar-benar
menggunakan dan mensosi
alisasikannya dengan baik, se-
hingga dapat berdampak posi-
tif ;erhadap pemberdayaan
masyarakat dan peningkatan
kapa;litas SDM. Masy;rakat
]uga minta menjaga dengan
baik fasilitas yang disediakan.
“Mari kita manfaatkan sebaik-
baiknya dan ikut menjaga,”

> ajak Bupati Artha. @ ode
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